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ABSTRAK 

 

ANALISIS HUKUM TUNTUTAN GANTI RUGI  

DALAM PERJANJIAN IKATAN DINAS 

 

 

Oleh 

 

ISTIKOH MUAWIAH 

 

Perjanjian Ikatan Dinas adalah suatu perjanjian perdata antara perusahaan dengan 

pekerja setelah adanya perjanjian kerja. Pada umumnya materi yang diperjanjikan 

dalam Perjanjian Ikatan Dinas adalah ganti rugi atau pembayaran kompensasi 

bilamana pekerja tersebut melakukan pelanggaran terhadap suatu perjanjian. 

Seperti pada perkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

Serang tentang gugatan pelanggaran dalam Perjanjian Ikatan Dinas yang 

mengakibatkan kerugian. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam 

penelitian ini akan mengkaji mengenai kasus posisi, pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara pada Putusan No. 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017, serta akibat hukum 

yang timbul dari Putusan No. 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017. 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan 

adalah pendekatan masalah normatif terapan dengan tipe judicial case study.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkara yang terjadi antara 

para pihak, yaitu PT Jas Aero-Engineering Services (penggugat) dan karyawan 

(para tergugat) disebabkan oleh perbuatan para tergugat yang mengundurkan diri 

ketika masih terikat Perjanjian Ikatan Dinas sehingga perbuatan tersebut 

menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara ini pada putusan awal No. 86/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Srg, majelis 

hakim menyatakan hubungan kerja belum putus dan memerintahkan perusahaan 

memanggil kembali karyawan. Dalam Putusan Kasasi No. 712 K/Pdt.Sus-

PHI/2017, Hakim mempertimbangkan bahwa para karyawan masih terikat ikatan 

dinas saat mengundurkan diri. Hakim memperhatikan fakta bahwa tergugat telah 

bekerja di perusahaan lain dan tidak berkeinginan melanjutkan hubungan kerja 

dengan penggugat. Akibat hukum dari Putusan No. 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017 yaitu 

para tergugat diwajibkan mengganti kerugian materiil dan penggugat bertanggung 

jawab membayar kompensasi atau uang pengganti hak karena para tergugat 

mempunyai hak mendapatkan gaji dari masa kerja sebelum mengundurkan diri. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Ikatan Dinas, Pengunduran Diri, Ganti Rugi
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ABSTRACT 

 

LEGAL ANALYSIS OF COMPENSATION CLAIMS AGAINST DEFAULT 

CASE IN AN OFFICIAL BOND AGREEMENT 

 

By 

 

ISTIKOH MUAWIAH 

 

An Official Bond Agreement is a civil agreement between a company and an 

employee after a labor agreement. In general, the material agreed in the Service 

Bond Agreement is compensation or payment of compensation if the worker violates 

an agreement. As in the case at the Industrial Relations Court at the Serang District 

Court regarding a lawsuit for violations in the Service Bond Agreement that 

resulted in losses. Based on this, the problems in this study will examine the case of 

position, the judge's considerations in deciding the case in Decision No. 712 

K/Pdt.Sus-PHI/2017, as well as the legal consequences arising from Decision No. 

712 K/Pdt.Sus-PHI/2017. 

 

The type of research used in this study is normative legal research with a descriptive 

type of research. The problem approach used is an applied normative problem 

approach with the type of judicial case study. 

 

The results of the research and discussion show that the case that occurred between 

the parties, namely PT Jas Aero-Engineering Services (the plaintiff) and the 

employees (the defendants) was caused by the actions of the defendants who 

resigned while still bound by the Service Bond Agreement so that the act caused 

losses to the plaintiff. The basis for the judge's consideration in deciding this case 

in the initial decision No. 86/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Srg, the panel of judges stated 

that the employment relationship had not been broken and ordered the company to 

recall the employee. In the cassation decision No. 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017, the 

Supreme Court considered that the employees were still bound by official ties when 

they resigned. The judge noted the fact that the defendant had worked for another 

company and did not wish to continue the working relationship with the plaintiff. 

The legal consequences of Decision No. 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017 are that the 

defendants are required to compensate for material losses and the plaintiff is 

responsible for paying compensation or money in lieu of rights because the 

defendants have the right to receive salary from the period of service before 

resigning. 

 

 

Keywords: Service Bond Agreement, Resignation, Indemnity
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“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”. 

(QS. Ar-Rum: 60) 

 

 

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi 

rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa 

dengan yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi 

gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”. 

(Boy Chandra) 

 

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan 

biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain”. 

(Anonim) 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pertumbuhan suatu negara saat ini sangat dipengaruhi oleh era globalisasi, 

perkembangan teknologi yang sangat pesat turut membuat perusahaan sebagai 

entitas yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara tumbuh dengan 

kemajuan dan daya saing yang kuat. Tentunya dengan berkembangnya suatu 

perusahaan tak lepas dari kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan kompeten sebagai tenaga kerja untuk mencapai tujuan bisnisnya. Oleh karena 

itu, perusahaan perlu melakukan proses rekrutmen karyawan yang efektif dan 

efisien untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

persyaratan perusahaan. 

 

Proses rekrutmen karyawan merupakan langkah awal dalam memperoleh tenaga 

kerja yang berkualitas. Perusahaan biasanya melakukan berbagai strategi untuk 

menarik minat calon karyawan potensial, seperti pemasangan iklan lowongan kerja, 

kerjasama dengan lembaga pendidikan, atau menggunakan jasa agen pencari kerja. 

Tujuan dari proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan calon karyawan yang 

memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang sesuai dengan posisi yang 

dibutuhkan. Setelah calon karyawan berhasil lolos seleksi, perusahaan akan 

membuat sebuah perjanjian kerja sebagai dasar hukum hubungan kerja antara 

perusahaan dan karyawan. Perjanjian kerja ini berisi ketentuan mengenai hak dan 

kewajiban kedua belah pihak, termasuk mengenai gaji, jam kerja, cuti, peraturan 
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perusahaan, serta ketentuan lainnya. Perjanjian kerja bertujuan untuk menciptakan 

hubungan kerja yang jelas, saling menguntungkan, dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Perusahaan perlu memperhatikan aspek-aspek hukum dalam menyusun perjanjian 

kerja, seperti ketentuan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan, dan 

perjanjian kolektif yang mungkin berlaku. Perusahaan juga harus memastikan 

bahwa perjanjian kerja yang dibuat adil dan melindungi hak-hak karyawan, serta 

memberikan kejelasan mengenai kesepakatan yang telah dicapai antara perusahaan 

dan karyawan. Terbukanya peluang oleh perusahaan saat ini tentunya menjadi 

sarana yang menunjang bagi masyarakat untuk memperoleh suatu pekerjaan. 

Dalam pelaksanaannya, dengan terbukanya peluang besar bagi pekerja untuk 

mengelola dan bekerja sama dengan perusahaan tentunya terjadi hubungan hukum 

dari berbagai pihak untuk membentuk suatu perjanjian ikatan kerja. Adapun suatu 

perjanjian dapat terbentuk karena kesepakatan atara kedua belah pihak. Timbulnya 

suatu perjanjian dapat mendorong terjadinya hubungan hukum antar kedua belah 

pihak yang telah melakukan kesepakatan. 

 

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, hal yang paling sering 

dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan perjanjian untuk 

memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, buku 

III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, yang berarti 

bahwa para pihak bebas dapat mengadakan perjanjian dengan siapa saja, 

menetapkan syarat-syaratnya, dan menentukan bentuk kontrak, baik secara lisan 

maupun tertulis. Selain itu, diperkenankan untuk membuat kontrak, baik yang 

diatur dalam undang-undang hukum perdata maupun yang tidak diatur dalam 

undang-undang hukum perdata. 

 

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. 

Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan 

menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah 



3 
 

 
 

pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, 

dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.1 Perikatan atau verbintenis adalah 

hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak 

yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak lain (debitur) 

berkewajiban memenuhi prestasi itu.2 Perjanjian menciptakan hubungan hukum 

antara pihak-pihak yang membuatnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban yang 

timbal balik, kemudian hubungan hukum itu terjadi karena peristiwa hukum yang 

berupa perbuatan perjanjian, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan 

sebagainya.3 Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

 

Hak dan kewajiban ialah suatu keharusan yang di tentukan oleh para pihak atas 

dasar posisinya masing-masing dalam melaksanakan perbuatan tertentu sehingga 

apa yang menjadi kehendak para pihak dapat terpenuhi. Ikatan hukum merupakan 

suatu hubungan hukum di mana para pihak sepakat untuk berbuat dan bertindak 

sesuatu sesuai hukum dengan memuat sejumlah ketentuan atau syarat-syarat baik 

subjek maupun objeknya dengan jelas, sehingga apabila dalam suatu waktu terjadi 

suatu perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak atau salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya dengan sukarela, maka pihak yang satu atau yang lainnya 

yang merasa di rugikan atau haknya di rampas dapat menuntutnya di pengadilan 

sesuai isi dari perjanjian yang telah di buat menurut kesepakatan para pihak.4 

 

Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka, yaitu suatu pemberian kebebasan 

yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan 

sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, asal tidak melanggar undang- undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan.5 Akibat hukum dari adanya suatu perjanjian 

 
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Banding, 2013, hlm. 93 
2 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta,2015, hlm.1 
3 Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Banding, PT. Citra Aditya 

Bakti, hlm. 89 
4 Adis Shandra Rachmazani, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontraktor dan Dinas 

Cipta Karya Dalam Pembiayaan Proyek: Analisis Yuridis” Jurnal Pro Hukum–Fakultas Hukum 

Universitas Bandar Lampung, Vol. 13 No. 3, Maret 2023 
5 Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 

155- 156. 
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adalah berlakunya perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

telah sepakat, artinya pihak-pihak di dalamnya harus mentaati perjanjian itu sama 

dengan mentaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang dibuat, 

dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum 

tertentu yaitu sanksi hukum. 

 

Perjanjian didefinisikan sebagai alat yang tak bisa dipisahkan bagi para pihak yang 

berkepentingan untuk mengkaitkan satu diri dengan yang lain dengan memenuhi 

hak dan kewajiban masing-masing pihak. Didalam hukum perjanjian juga dikenal 

asas kebebasan berkontrak yang intinya menentukan dimana setiap orang yang 

mengadakan perjanjian di perbolehkan untuk membuat ketentuan-ketentuan sendiri 

yang mengesampingkan dari Pasal hukum perjanjian yang pihak tersebut adakan. 

Para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian terlebih dahulu 

mengkehendaki klausula yang sifatnya membatasi pertanggungjawaban berupa 

tuntutan ganti rugi yang di jabarkan keberlakuannya termasuk ketika salah satu 

pihak sesungguhnya telah melanggar perjanjian yang disepakati.6 

 

Perjanjian adalah hal yang lazim dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua 

orang pernah melakukan Perjanjian baik dalam bentuk yang formal maupun dalam 

bentuk yang sederhana sekalipun. Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam 

buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah: suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.7 Dalam 

perkembangannya, dikenal suatu perjanjian yang bernama perjanjian ikatan dinas. 

Perjanjian ikatan dinas adalah suatu perjanjian perdata antara perusahaan dengan 

pekerja setelah adanya perjanjian kerja. Perjanjian ikatan dinas adalah murni 

merupakan kesepakatan perdata dengan konsekuensi yang juga bersifat 

keperdataan. Adapun materi yang diperjanjikan dalam perjanjian ikatan dinas, pada 

 
6 Muhammad Nazim Husen dan Said Rizal, “Analisis Impilasi permasalahan Wanprestasi 

dalam kredit perbankan, (Studi kasus putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K/PDT/2009)” 

Jurnal of education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)–Fakultas Hukum Universitas Prima 

Indonesia, Vol. 3 No. 1, Agustus 2020: hlm. 121 
7 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Banding, 1994, hlm. 94. 
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umumnya adalah ganti rugi atau pembayaran kompensasi (sejumlah nilai tertentu) 

bilamana pekerja tersebut melakukan suatu pelanggaran. 

 

Objek permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai tuntutan 

ganti rugi dalam pelanggaran perjanjian ikatan dinas. Tuntutan ganti rugi dalam 

pelanggaran perjanjian ikatan dinas merujuk pada kewajiban seorang pekerja untuk 

membayar kompensasi atau ganti rugi sejumlah nilai tertentu jika ia membatalkan 

diri sebelum ikatan dinas selesai. Perjanjian ikatan dinas adalah kontrak yang 

diperjanjikan dalam perdata, dan materi yang diperjanjikan pada umumnya adalah 

ganti rugi atau pembayaran yang dibayar. 

 

Tuntutan ganti rugi terhadap perkara yang diajukan oleh PT Jas Aero-Engineering 

Services (JAE) terjadi di Kota Tanggerang, Provinsi Banten, selanjutnya dijadikan 

objek dalam penelitian ini dengan kronologis sebagai berikut.  

PT Jas Aero-Engineering Services (JAE) mengajukan gugatan terhadap tujuh 

karyawannya di Kota Tangerang, Banten. Ketujuh karyawan tersebut adalah 

Mahmudin, Yogie Setiawan, Rian Efendi, Budi Elland Putra, Muhammad Surya 

Sjamsudin, Rico Rahmat Putra, dan I Wayan Yuliana. PT Jas Aero Engineering 

Services (JAE) telah membiayai pendidikan dan pelatihan sertifikasi keahlian untuk 

ketujuh karyawannya tersebut. Sebagai timbal baliknya, para karyawan terikat 

perjanjian ikatan dinas (bonding training) sesuai Perjanjian Kerja Bersama periode 

17 Juni 2012-16 Juni 2013 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 

SKEP/099/VIII/11/PD. 

Namun, sebelum masa ikatan dinas berakhir, ketujuh karyawan tersebut 

mengundurkan diri secara sepihak dan tidak pernah kembali bekerja di perusahaan. 

PT Jas Aero Engineering Services (JAE) telah mencoba menyelesaikan perselisihan 

melalui Bipartit dan Tripartit, tetapi tidak mencapai kesepakatan. PT Jas Aero 

Engineering Services (JAE) kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan nomor perkara 

86/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Srg. Tidak puas dengan putusan pengadilan tersebut, PT 

Jas Aero Engineering Services (JAE) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 

yang tercatat dalam Putusan Nomor 712K/Pdt.Sus-PHI/2017. 
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Berdasarkan uraian di atas dan sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, 

maka penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana tuntutan ganti rugi dalam 

pelanggaran perjanjian ikatan dinas berdasarkan rumusan masalah mengenai kasus 

posisi, pertimbangan majelis hakim serta akibat hukum yang timbul dalam perkara 

tersebut. Pentingnya penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui 

bagaimana tuntutan ganti kerugian dalam pelanggaran perjanjian ikatan dinas 

berdasarkan ketentuan hukum perdata di Indonesia, serta untuk menganalisa dan 

mengetahui bagaimana perlindungan hukum perdata terhadap para pihak dalam 

perjanjian ikatan dinas apakah peraturan perundang-undangan dengan 

kenyataannya sudah sesuai atau belum sesuai. Untuk itu akan dituliskan dalam 

skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perjanjian 

Ikatan Dinas” 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagaimana kasus posisi putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-

PHI/2017? 

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara putusan 

Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017? 

3. Apakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-

PHI/2017? 

 

1.3 Ruang Lingkup  

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang 

lingkup keilmuan. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah 

mengkaji kasus posisi perkara Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017, pertimbangan 

Hakim dalam Putusan Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017 mengenai gugatan atas 

pelanggaran perjanjian ikatan dinas serta akibat hukum yang di timbulkan oleh 

Putusan Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017, sedangkan ruang lingkup keilmuan 

dalam penelitian ini yaitu Hukum Keperdataan khususnya tentang ganti kerugian. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memahami dan menganalisis kasus posisi yang menjadi pokok permasalahan 

dalam putusan, termasuk fakta-fakta hukum yang relevan ditinjau dari Putusan 

Nomor: 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017. 

2. Memahami dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus 

perkara Nomor: 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017 termasuk dasar hukum yang 

digunakan, interpretasi peraturan, dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang 

relevan. 

3. Memahami dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, 

baik bagi para pihak yang terlibat langsung maupun implikasinya terhadap 

perkembangan hukum ditinjau dari Putusan Nomor: 712 K/Pdt.Sus-PHI/2017. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembang 

ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang ilmu hukum terkait dengan 

perjanjian. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Bagi masyarakat luas dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan 

dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan bahan bacaan untuk 

menambah wawasan pembaca terkait dengan Perjanjian Ikatan Dinas. 
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ll.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Perjanjian Pada Umumnya 

2.1.1 Pengertian Perjanjian 

 

Peirjanjian meirupakan bagian yang peinting dalam hukum peirdata, seibagaimana 

diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata. Umumnya seiorang 

meilakukan suatu peirjanjian kareina ada keiseipakatan antar keidua beilah pihak. Dalam 

meilakukan peirbuatan hukum seiseiorang pasti meimpunyai keicakapan untuk 

meilakukan seibuah peirjanjian. Adapun keiseipakatan teirbeintuk kareina tiap-tiap orang 

beibas seirta beirhak untuk meimbuat suatu peirjanjian baik lisan maupun tulisan. 

  

Peingeirtian peirjanjian adalah suatu peiristiwa dimana seiorang beirjanji keipada 

seiorang lain atau dimana dua orang itu saling beirjanji untuk meilaksanakan suatu 

hal. maka timbullah suatu hubungan antara dua orang teirseibut yang dinamakan 

peirikatan. Jadi, peingeirtian peirikatan adalah suatu peirhubungan hukum antara dua 

orang atau dua pihak, beirdasarkan mana pihak yang satu beirhak meinuntut seisuatu 

hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain beirkeiwajiban untuk meimeinuhi 

tuntutan itu.8 Peirjanjian meilahirkan peirikatan atau hubungan hukum yang 

meinimbulkan hak dan keiwajiban bagi masing-masing pihak. Deingan deimikian 

suatu keiseipakatan beirupa peirjanjian pada hakikatnya adalah meingikat, bahkan 

seisuai deingan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata, 

keiseipakatan ini meimiliki keikuatan meingikat seibagai undang-undang bagi para 

pihak yang meimbuatnya.9 

 
8 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-IV, Jakarta: PT Intermasa, 2014, hlm 1. 
9 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Banding: Refika Aditama, 

2006, hlm. 15 
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Tiap peirikatan dilahirkan, baik kareina suatu peirjanjian maupun kareina undang- 

undang (Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata). Jika 

dirumuskan seicara beirlainan, maka dapat dikatakan bahwa peirjanjian meirupakan 

salah satu sumbeir lahirnya peirikatan, deingan meimbuat peirjanjian maka salah satu 

atau leibih pihak dalam peirjanjian teirseibut meingikatkan dirinya untuk meimeinuhi 

keiwajiban seibagaimana yang dijanjikan.10 

 

Meinurut Subeikti, suatu peirjanjian meirupakan suatu peiristiwa di mana seiseiorang 

beirjanji keipada orang lain, atau di mana dua orang saling beirjanji untuk 

meilaksanakan seisuatu hal. Seidangkan meinurut Yahya Harahap peirjanjian 

meingandung peingeirtian atau suatu hubungan hukum keikayaan harta beinda antara 

dua orang atau leibih, yang meimbeirikan keikuatan hak atau seisuatu untuk 

meimpeiroleih preistasi atau seikaligus keiwajiban pada pihak lain untuk meinunaikan 

keiwajiban pada pihak lain untuk meimpeiroleih suatu preistasi.11 

 

Dalam Kamus Beisar Bahasa Indoneisia meimbeirikan peingeirtian teintang peirjanjian 

adalah “peirseitujuan teirtulis maupun lisan yang dibuat oleih dua pihak atau leibih 

masing-masing beirjanji akan meinaati apa yang teirseibut didalam peirseitujuan”. 

Peirjanjian dianggap sah apabila meimeinuhi eimpat syarat yang diseibutkan dalam 

pasal 1320 teirseibut. Syarat keiseipakatan dan syarat cakap diseibut seibagai syarat 

subjeiktif seidangkan syarat suatu hal teirteintu dan syarat suatu seibab yang halal 

diseibut deingan syarat objeiktif. 

 

Seilain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata, peingeirtian peirjanjian juga 

dapat diteimukan dalam beirbagai peiraturan peirundang-undangan lainnya, meiskipun 

deingan konteiks yang leibih speisifik. Misalnya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 teintang Keiteinagakeirjaan yang meingatur teintang peirjanjian keirja, atau 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 teintang Peirlindungan Konsumein yang 

meingatur teintang peirjanjian baku. 

 

 
10 Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 

42 
11 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, Jakarta, 2011, hlm 36 
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Peirjanjian meirupakan suatu hubungan hukum yang beirarti hubungan teirseibut diatur 

dan dilindungi oleih hukum. Hubungan hukum ini meinimbulkan akibat hukum 

beirupa hak dan keiwajiban bagi para pihak.12 Peirjanjian seilalu meilibatkan dua pihak 

atau leibih seibagai subjeik hukum, baik orang peirorangan maupun badan hukum, 

yang meimiliki keicakapan untuk meilakukan peirbuatan hukum.13 Peirjanjian harus 

meimiliki objeik teirteintu yang dapat beirupa beinda atau preistasi (seisuatu yang harus 

dilakukan atau tidak dilakukan). Objeik ini harus dapat diteintukan jeinisnya dan 

dapat dipeirhitungkan. Seitiap peirjanjian meimiliki tujuan teirteintu yang heindak 

dicapai oleih para pihak, yang tidak boleih beirteintangan deingan undang-undang, 

keisusilaan, dan keiteirtiban umum.  

 

Peirjanji ian beirbeida deingan peiri ikatan meiski ipun keiduanya sali ing beirkai itan. 

Peiri ikatan meimi ili iki i peingeirti ian yang leibi ih luas kareina dapat beirsumbeir dari i 

peirjanji ian maupun undang-undang, seidangkan peirjanji ian meirupakan salah satu 

sumbeir peiri ikatan yang lahi ir dari i keiseipakatan para pi ihak.  Dalam prakti ik seihari i-

hari i, i isti ilah peirjanji ian seiri ing di ipeirtukarkan deingan i isti ilah kontrak. Beibeirapa ahli i 

beirpeindapat bahwa kontrak meirujuk pada peirjanji ian yang di ibuat seicara teirtuli is, 

seidangkan peirjanji ian meincakup bai ik yang teirtuli is maupun ti idak teirtuli is.14 Iisti ilah 

peirseitujuan kadang di igunakan seibagai i padanan dari i peirjanji ian, namun peirseitujuan 

leibi ih meingarah pada ti indakan meinyeitujui i, seidangkan peirjanji ian meirupakan 

hubungan hukum yang lahi ir dari i peirseitujuan teirseibut.  

 

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian 

 

Di ili ihat dari i peingeirti ian-peingeirti ian di i atas dapat di ili ihat beibeirapa unsur-unsur yang 

teircantum dalam peirjanji ian, yai itu:15 

1. Adanya hubungan hukum  

hubungan hukum meirupakan hubungan yang meini imbulkan aki ibat hukum. 

Aki ibat hukum yai itu ti imbulnya hak dan keiwaji iban.  

 
12 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1995, hlm. 27. 
13 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 16. 
14 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2001, hlm. 4 
15 Ibid, hlm. 41 
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2. Adanya subjeik hukum  

subjeik hukum yai itu peindukung hak dan keiwaji iban. Subyeik dalam hukum 

peirjanji ian teirmasuk subyeik hukum yang di iatur dalam Ki itab Undang-Undang 

Hukum Peirdata, seibagai imana di ikeitahui i bahwa hukum peirdata 

meingkuali ifi ikasi ikan subjeik hukum teirdi iri i dari i dua bagi ian yai itu manusi ia dan 

badan hukum. Seihiingga yang meimbeintuk peirjanji ian meinurut hukum peirdata 

bukan hanya manusi ia seicara i indi ivi idual ataupun koleikti if, teitapi i juga badan 

hukum atau reichtpeirson, mi isalnya yayasan, kopeirasi i dan peirseiroan teirbatas. 

Adapun unsur-unsur lai in dalam suatu peirjanji ian i ialah:16 

1. Unsur Eiseinsi iali ia  

Unsur i ini i meirupakan hal-hal pokok yang harus ada dalam suatu kontrak. 

Keibeiradaan klausula-klausula pokok i ini i meineintukan ada atau ti idaknya kontrak 

yang di imaksud. Seibagai i contoh dalam kontrak jual beili i, beintuk dari i unsur 

eiseinsi iali ia adalah adanya barang dan harga. Tanpa keidua unsur teirseibut 

meingaki ibatkan kontrak jual beili i i itu tiidak ada.  

2. Unsur Naturali ia  

Klausula yang teirdapat dalam unsur naturali ia i ini i teirgolong seibagai i klausula 

peinunjang. Unsur teirseibut teilah diiatur dalam peiraturan peirundang-undangan. 

Biila para pi ihak ti idak meimpeirjanji ikan lai in dari i apa yang di iatur oleih peiraturan 

peirundang-undangan, maka para pi ihak di iarti ikan patuh teirhadap aturan yang 

teilah ada. Seibagai i contoh, klausula meingeinai i pajak. Apabi ila para pi ihak ti idak 

meineintukan lai in meingeinai i meikani ismei dan aturan meingeinai i pi ihak 

yangbeirkeiwaji iban untuk meimbayar pajak, maka para pi ihak di iarti ikan tunduk 

pada peiraturan meingeinai i peirpajakan yang teilah ada.  

3. Unsur Aksi ideintali ia  

Unsur i ini i akan meingi ikat para pi ihak apabi ila di ipeirjanji ikan. Mi isalnya larangan, 

ganti i rugi i, deinda, bunga, peimutusan kontrak, forcei majeiurei, asuransi i, dan 

peinyeileisai ian seingkeita. 

 

 

 

 
16 Ridwan khairandy, 2014, Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan 

(bagian pertama), FH UII Press, hlm. 48 
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2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian 

 

Adapun untuk sahnya suatu peirjanji ian di ipeirlukan eimpat syarat (Pasal 1320 Ki itab 

Undang-Undang Hukum Peirdata), yai itu:17 

1. Seipakat meireika yang meingi ikat di iri inya.  

Keiseipakatan meireika yang meingi ikatkan di iri i adalah asas yang eiseinsi ial dari i 

hukum peirjanji ian. Asas i ini i di inamakan juga asas konseinsuali ismei yang 

meineintukan adanya peirjanji ian. asas konseinsuali ismei yang teirdapat dalam Pasal 

1320 Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata meingandung arti i “keimauan” para 

pi ihak untuk sali ing beirpreistasi i, ada keimauan untuk sali ing meingi ikat di iri i. 

Keimauan i ini i meimbangki itkan keipeircayaan bahwa peirjanji ian i itu di ipeinuhii. 

Keiseipakatan ti idak ada arti inya apabi ila peirjanji ian di ibuat atas dasar paksaan, 

peini ipuan atau keikhi ilafan.  

2. Keicakapan di ipeirlukan untuk meimbuat suatu peirjanji ian.  

Meingeinai i keicakapan, Subeikti i meinjeilaskan bahwa seiseiorang adalah ti idak 

cakap apabi ila i ia pada umumnya beirdasarkan keiteintuan undang-undang ti idak 

mampu meimbuat seindiiri i peirseitujuan-peirseitujuan deingan aki ibat-aki ibat hukum 

yang seimpurna. yang ti idak cakap adalah orang-orang yang di iteintukan hukum, 

yai itu anak-anak, orang deiwasa yang di iteimpatkan di i bawah peingawasan 

(curateilei), dan orang saki it jiiwa. 

3. Suatu hal teirteintu.  

Iini i di imaksudkan bahwa hal teirteintu adalah obyeik yang di iatur dalam peirjanji ian 

kreidi it teirseibut harus jeilas, seiti idak-ti idaknya dapat di iteintukan. Jadi i obyeik 

peirjanji ian, ti idak boleih samar. Hal i ini i peintiing untuk meimbeiri ikan jami inan atau 

keipasti ian keipada para pi ihak dan meinceigah ti imbulnya peirjanji ian kreidi it yang 

fi ikti if.  

4. Suatu seibab yang halal.  

Iini i di imaksudkan bahwa i isi i peirjanji ian kreidi it ti idak boleih beirteintangan deingan 

peirundang-undangan, yang beirsi ifat meimaksa, meingganggu/meilanggar 

keiteirti iban umum dan atau keisusi ilaan. Keidua syarat yang peirtama di inamakan 

syarat-syarat subyeikti if kareina keidua syarat teirseibut meingeinai i orang-orangnya 

 
17 Subekti, Hukum Perjanjian Jakarta: PT. Intermasa, 2011, hlm 1. 
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atau subyeiknya yang meingadakan peirjanji ian. Seidangkan keidua syarat teirakhi ir 

di iseibut syarat obyeikti if kareina meingeinai i obyeik dari i peirjanji ian atau obyeik dari i 

peirbuatan hukum yang di ilakukan i itu. 

 

Dua syarat yang peirtama di inamakan syarat subyeikti if kareina syarat teirseibut 

meingeinai i subyeik peirjanji ian seidangkan dua syarat teirakhi ir di iseibut syarat 

obyeikti if, kareina meingeinai i obyeik dari i peirjanji ian. Peirjanji ian yang sah di iakuii 

dan di ibeiri i aki ibat hukum seidangkan peirjanji ian yang ti idak meimeinuhi i syarat-

syarat teirseibut ti idak di iakui i oleih hukum. Teitapi i bi ila pi ihak-pi ihak meingakui i dan 

meimatuhi i peirjanji ian yang meireika buat, ti idak meimeinuhi i syarat-syarat yang 

teilah di iteitapkan oleih undang-undang teitapi i peirjanji ian i itu teitap beirlaku di iantara 

meireika, namun bi ila sampai i suatu keiti ika ada pi ihak yang ti idak meingakuii 

seihi ingga ti imbul seingkeita maka haki im akan meimbatalkan atau meinyatakan 

peirjanji ian i itu batal.18        

 

Keieimpat syarat di i atas meirupakan syarat yang utama dari i suatu peirjanji ian, 

arti inya syarat-syarat teirseibut harus ada dalam suatu peirjanji ian, tanpa suatu 

syarat i ini i, peirjanji ian di ianggap ti idak peirnah ada atau peirjanji ian i itu ti idak sah. 

Namun deingan di ibeirlakukannya kata seipakat meingadakan peirjanji ian, maka 

beirarti i bahwa keidua pi ihak haruslah meimpunyai i keibeibasan keiheindak. Adanya 

kata seipakat suatu peirjanji ian sudah lahi ir.19 

 

2.1.4 Asas-asas Perjanjian 

 

Dalam i ilmu hukum, di ikeinal beibeirapa asas hukum teirhadap suatu peirjanji ian, yai itu 

seibagai i beiri ikut: 

1. Asas Keibeibasan Beirkontrak 

Maknanya asas keibeibasan beirkontrak meimbeiri ikan keibeibasan keipada para 

pi ihak untuk meimbuat atau ti idak meimbuat peirjanji ian, meingadakan peirjanji ian 

deingan si iapa saja, meineintukan syarat, i isi i, dan peilaksanaan peirjanji ian, seirta 

beibas meineintukan beintuk peirjanji ian seicara teirtuli is atau li isan.20 

 
18 Ibid, hlm. 10 
19 Ibid, hlm. 13 
20 Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Banding, Pustaka Setia, hlm. 139 
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2. Asas Konseinsuali ismei 

Dalam Pasal 1320 ayat (1) Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata dapat 

di isiimpulkan bahwa salah satu syarat sah peirjanji ian adalah keiseipakatan para 

pi ihak. Asas konseinsuali ismei meinyatakan bahwa suatu peirjanji ian pada 

umumnya tiidak di iadakan seicara formal, teitapi i cukup deingan adanya 

keiseipakatan para pi ihak.21 

3. Asas Pacta Sunt Seirvanda 

Asas pacta sunt seirvanda atau di iseibut juga asas keipasti ian hukum, asas i inii 

teirkai it deingan aki ibat peirjanji ian. Meinurut Pasal 1338 ayat (1) Ki itab Undang-

Undang Hukum Peirdata peirjanji ian yang di ibuat seicara sah, beirlaku seibagaii 

undang-undang. Arti inya pi ihak keiti iga harus meinghormati i substansi i yang di ibuat 

oleih para pi ihak, dan meireika ti idak boleih meingi inteirveinsi i susbtansi i kontrak yang 

di ibuat para pi ihak.22 

4. Asas Iiti ikad Bai ik 

Asas i iti ikad bai ik di iatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Ki itab Undang-Undang 

Hukum Peirdata yang meinyatakan bahwa peirjanji ian harus diilaksanakan deingan 

i itiikad bai ik. Ada dua macam asas i iti ikad bai ik, yai itu i iti ikad bai ik ni isbi i dan i iti ikad 

bai ik mutlak. Iiti ikad bai ik ni isbii adalah meimpeirhati ikan si ikap dan ti ingkah laku 

nyata dari i subjeik. Seidangkan i iti ikad bai ik mutlak adalah di ili ihat dari i akal seihat 

dan keiadi ilan, di ibuat peini ilai ian yang objeikti if untuk meingukur keiadaan meinurut 

norma yang objeikti if.23 

5.  Asas Keipri ibadi ian 

Asas i ini i meingarti ikan bahwa seiseiorang yang akan meilakukan peirjanji ian hanya 

untuk keipeinti ingan peirseiorangan saja, seisuai i deingan Pasal 1315 Ki itab Undang-

Undang Hukum Peirdata yang meingatakan bahwa seiseiorang ti idak dapat 

meilakukan peirjanji ian seilai in untuk diiri inya seindi iri i. Teitapi i dalam Pasal 1318 

Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata, ti idak hanya meingatur peirjanji ian untuk 

di iri i seindi iri i, meilai inkan untuk keipeinti ingan ahli i wari isnya dan untuk orangorang 

yang meimpeiroleih hak dari i padanya. Pasal 1317 Ki itab Undang-Undang Hukum 

 
21 Ridwan Khairandy, Op. Cit, hlm. 87 
22 Salim, H.S, Op.Cit, hlm. 10  
23 H.P. Panggabean, 2010, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk 

Pembatalan Perjanjian, Yogyakarta, Liberty, hlm. 10 
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Peirdata juga meingatur peingeicuali innya, yai itu “Dalam meilakukan peirjanji ian 

dapat di iteitapkan janji i guna keipeinti ingan pi ihak keiti iga, asal dalam peirjanji ian i itu 

di ipeirjanji ikan juga untuk di iri inya seindi iri i”.24 

6. Asas Peirsamaan Hukum 

Asas peirsamaan hukum meingandung maksud bahwa subjeik hukum yang 

meingadakan peirjanji ian meimpunyai i keidudukan, hak, dan keiwaji iban yang sama 

dalam hukum. Meireika ti idak boleih di ibeidabeidakan antara satu sama yang 

lai innya, walaupun subjeik hukum teirseibut beirbeida warna kuli it, agam dan ras.25 

7. Asas Keipeircayaan 

Yai itu keidua beilah pi ihak harus sali ing meimpeircayai i satu sama lai in. Dalam 

lokakarya hukum peiri ikatan yang di iseileinggarakan oleih Badan Peimbi inaan 

Hukum Nasi ional (BPHN), Deiparteimein Keihaki iman RIi, meinjeilaskan bahwa 

asas keipeircayaan meingandung peingeirti ian bahwa seiti iap orang yang akan 

meingadakan peirjanji ian akan meimeinuhi i seiti iap preistasi i yang di iadakan di i antara 

meireika pada keimudi ian hari i. 

8. Asas Keiseii imbangan 

Asas keiseii imbangan adalah asas yang meingheindaki i keidua beilah pi ihak 

meimeinuhi i dan meilaksanakan peirjanji ian. Kreidi itur meimpunyai i keikuatan untuk 

meinuntut preistasi i dan ji ika di ipeirlukan dapat meinuntut peilunasan preistasii 

meilalui i keikayaan deibi itur. Akan teitapi i, deibi itur meimi ikul pula keiwaji iaban untuk 

meilaksanakan peirjanji ian i itu deingan i iti ikad bai ik.26 

9. Asas Keipasti ian Hukum 

Peirjanji ian seibagai i fi igur hukum meingandung keipasti ian hukum. Keipasti ian i ini i 

teirungkap dari i keikuatan meingi ikatnya peirjanji ian, yai itu seibagai i undang-undang 

bagi i yang meimbuatya.27 

10.  Asas Moral 

Arti inya peirjanji ian teirseibut tiidak sampai i meileibi ihi i batas moral (ti ingkah laku) 

pada suatu li ingkungan.28 

 
24 Ibid, hlm. 15 
25 Lukman Santoso Az, 2019, Aspek Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Penebar Media 

Pustaka hlm. 71 
26 Ibid, hlm. 71 
27 Wawan Muhwan Hariri, Op. Cit, hlm. 145 
28 Lukman Santoso Az, Op. Cit, hlm. 71 
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11. Asas Keipatutan 

Arti inya hanya ti indakan yang patut atau pantas yang harus di ilakukan.29 

12. Asas Keibi iasaan 

Arti inya ti indakan para pi ihak meingi ikuti i keibi iasaan yang normati if seibagai imana 

beirlaku dalam peirjanji ian.30 

 

2.2 Perjanjian Kerja 

2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja 
 

Peirjanji ian keirja meirupakan landasan utama dalam hubungan keiteinagakeirjaan 

antara peingusaha dan peikeirja/buruh. Seibagai i salah satu beintuk khusus darii 

peirjanji ian pada umumnya, peirjanji ian keirja meimi ili iki i karakteiri isti ik dan peingaturan 

teirseindi iri i yang meimbeidakannya dari i beintuk-beintuk peirjanji ian lai innya. 

Peimahaman yang kompreiheinsi if meingeinai i peingeirti ian peirjanji ian keirja meinjadii 

sangat peinti ing meingi ingat dampaknya yang si igniifi ikan teirhadap hak dan keiwaji iban 

para pi ihak dalam hubungan keirja. 

 

Peirbeidaan pri insi ip antara peirjanji ian pada umumnya deingan peirjanji ian keirja 

meirupakan suatu keinyataan yang tak bi isa di ipungki iri i. Hal i ini i di iseibabkan ji ika dalam 

suatu peirjanji ian antara para pi ihak yang meimbuatnya meimpunyai i deirajat dan 

kondi isi i yang sama seirta meimpunyai i hak dan keiwaji iban yang sama dan seii imbang. 

Namun tiidak deimi iki ian halnya dalam keiteintuan teintang peirjanji ian keirja, kareina 

antara para pi ihak yang meingadakan peirjanji ian keirja, walaupun pada pri insiipnya 

meimpunyai i keidudukan dan deirajat yang sama dan seii imbang, akan teitapi i 

di ikareinakan beirbagai i aspeik yang meili ingkari i di i seikeili ili ingnya, maka keinyataan 

meinunjukkan bahwa keidudukan dan deirajat bagi i para pi ihak yang meingadakan 

peirjanji ian keirja teirseibut meinjadi i ti idak sama dan seii imbang. 

Peirjanji ian keirja di iatur seicara khusus pada Bab VIiIi Ki itab Undang-Undang Hukum 

Peirdata teintang peirseitujuan-peirseitujuan untuk meilakukan peikeirjaan. Meinurut 

Pasal 1601 a Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata, yang di imaksud deingan 

peirjanji ian keirja adalah suatu peirjanji ian di imana pi ihak yang satu, peikeirja, 

 
29 Ibid, hlm. 71 
30 Wawan Muhwan Hariri, Op. Cit, hlm. 141  
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meingi ikatkan di iri i untuk beikeirja pada pi ihak yang lai in, peimbeiri i keirja, seilama suatu 

waktu teirteintu, deingan meineiri ima upah. Seilanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 teintang Keiteinagakeirjaan, peirjanji ian keirja 

adalah peirjanji ian antara peikeirja/buruh deingan peingusaha atau peimbeiri i keirja yang 

meimuat syarat-syarat keirja, hak dan keiwaji iban para pi ihak.31 

 

Pasal 1 angka 15 Undang-undang keiteinagakeirjaan di iteintukan bahwa hubungan 

keirja adalah hubungan antara peingusaha deingan peikeirja beirdasarkan peirjanji ian 

keirja, yang meimpunyai i unsur peikeirjaan, upah, dan peimeiri intah. Peirjanji ian pada 

umumnya maupun peirjanji ian keirja ti idak meinsyaratkan beintuk-beintuk teirteintu, bi isa 

di ibuat seicara teirtuli is yang di itandatangani i keidua pi ihak atau di ilakukan seicara li isan.32 

 

Seilai in peingeirti ian normati if di iatas, Iiman Soeipomo beirpeindapat bahwa peirjanji ian 

keirja adalah suatu peirjanji ian diimana pi ihak keisatu (buruh), meingi ikatkan di iri i untuk 

beikeirja deingan meineiri ima upah dari i pi ihak keidua yakni i maji ikan, dan maji ikan 

meingi ikatkan di iri i untuk meimpeirkeirjakan buruh deingan meimbayar upah.33 

 

Keiteintuan dasar peimbuatan peirjanji ian keirja teilah diiatur dalam Pasal 52 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Teintang Keiteinagakeirjaan yai itu seibagai i 

beiri ikut:34  

1. Adanya keiseipakatan keidua beilah pi ihak  

2. Keimampuan atau keicakapan meilakukan peirbuatan hukum  

3. Adanya peikeirjaan yang di ipeirjanji ikan  

4. Peirkeirjaan yang di ipeirjanji ikan ti idak beirteintangan deingan keiteirti iban umum, 

keisusi ilaan, dan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. 

Seidangkan keiteintuan waktu teintu meingeinai i peirjanji ian keirja antara peingusaha dan 

peikeirja atau buruh hanya dapat di ibuat untuk peikeirjaan teirteintu yang meinurut jeini is 

dan si ifat atau keigi iatan peikeirjaannya akan seileisai i teirteintu, dalam hal di iatur seicara 

ri inci i dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Teintang 

 
31 Sentosa Sembiring, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 

tentang Ketenagakerjaan, Banding: CV. Nuansa Aulia, 2005, hlm.17 
32 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, Hukum Perjanjian, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.94. 
33 http://artonang.com/2014/12/perjanjian-kerja-html, diakses pada tanggal 19 September 

2024, pukul 10.00 WIB. 
34  Ibid 
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Keiteinagakeirjaan yai itu, peikeirjaan yang seikali i seileisai i atau yang si ifatnya seimeintara, 

peikeirjaan yang di ipeirki irakan peinyeileisai iannya dalam waktu yang ti idak teirlalu lama 

dan pali ing lama 3 tahun, peikeirjaan yang beirsi ifat musi iman seirta peikeirjaan yang 

beirhubungan produk baru, keigi iatan baru, atau produk tambahan yang masi ih dalam 

peircobaan atau peinjajakan Jadi i seibagai i peilaku usaha untuk meineintukan waktu 

dalam meimbuat peirjanji ian keirja harus tunduk pada keiteintuan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Teintang Keiteinagakeirjaan. 

 

2.2.2 Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja 

 

Peirjanji ian keirja yang di ibuat antara buruh/peikeirja deingan peingusaha/peirusahaan. 

Peikeirja meingi ikatkan di iri i untuk beikeirja pada peingusaha/peirusahaan seirta 

peingusaha/peirusahaan meingi ikatkan di iri i untuk meimpeikeirjakan peikeirja deingan 

meimbayar upah. Peirjanji ian keirja meimi ili ikii beibeirapa unsur yai itu unsur peikeirja, 

unsur peiri intah, dan unsur upah:35  

1. Adanya Unsur Work atau Peikeirjaan  

Dalam suatu peirjanji ian keirja harus ada peikeirjaan yang di ipeirjanji ikan (objeik 

peirjanji ian), peikeirjaan teirseibut haruslah di ilakukan seindi iri i oleih peikeirja, hanya 

deingan seii izi in maji ikan dapat meinyuruh orang lai in. Hal i ini i di ijeilaskan dalam 

Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata Pasal 1603 a yang beirbunyi i“Buruh 

waji ib meilakukan seindi iri i peikeirjaannya; hanya deingan seii izi in maji ikani ia dapat 

meinyuruh orang keiti iga meingganti ikannya’.Si ifat peikeirjaan yang di ilakukan oleih 

peikeirja i itu sangat pri ibadi i kareina beirsangkutan keitrampi ilan/keiahli iannya, maka 

meinurut hukum ji ika peikeirja meini inggal duni ia maka peirjanji ian keirja teirseibut 

putus deimi i hukum. 

2. Adanya Unsur Peiri intah  

Mani ifeistasi i dari i peikeirjaan yang di ibeiri ikan keipada peikeirja oleih peingusaha 

adalah peikeirja yang beirsangkutan harus tunduk pada peiri intah peingusaha untuk 

meilakukan peikeirjaan seisuai i deingan yang di ipeirjanji ikan. Di i siini ilah peirbeidaan 

hubungan keirja deingan hubungan lai innya. 

 

 
35 Zaenal Asikin, 2010, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali press, Jakarta, hlm. 

55. 
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3. Adanya Unsur Upah  

Upah meimeigang peiranan peinti ing dalam hubungan keirja, bahkan dapat 

di ikatakan bahwa tujuan utama orang beikeirja pada peingusaha adalah untuk 

 

2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja 

 

Seibagai i bagi ian dari i peirjanji ian pada umumnya, peirjanji ian keirja harus meimeinuhii 

syarat sahnya peirjanji ian seibagai imana di iatur dalam Pasal 1320 Ki itab Undang-

Undang Hukum Peirdata dan juga pada Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 52 ayat 1 Undang 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Teintang Keiteinagakeirjaan, deifi ini isi i peirjanji ian keirja 

adalah peirjanji ian antara peikeirja/buruh deingan peingusaha atau peimbeiri i keirja yang 

meimuat syarat-syarat keirja, hak dan keiwaji iban para pi ihak. Dalam Pasal 52 ayat 1 

(satu) meinyeibutkan bahwa peirjanji ian keirja di ibuat atas dasar:36 

a. Keiseipakatan keidua beilah pi ihak 

Syarat peirtama i ini i meingandung makna bahwa para pi ihak yang meimbuat 

peirjanji ian keirja harus seipakat atau seituju meingeinai i hal-hal pokok dalam 

peirjanji ian. Keiseipakatan i ini i harus diicapai i seicara beibas tanpa adanya paksaan 

(dwang), keikhi ilafan (dwaliing), atau peini ipuan (beidrog). Dalam konteiks 

peirjanji ian keirja, keiseipakatan i ini i meili iputii beirbagai i aspeik seipeirti i jeiniis 

peikeirjaan, upah, waktu keirja, dan kondi isi i keirja lai innya. 

b. Keimampuan atau keicakapan meilakukan peirbuatan hukum 

Keicakapan meilakukan peirbuatan hukum yang arti inya para pi ihak yang 

meimbuat peirjanji ian keirja harus meimi ili iki i keicakapan hukum untuk meilakukan 

peirbuatan hukum. Dalam konteiks peirjanji ian keirja, teirdapat keiteintuan khusus 

meingeinai i batas usi ia mi iniimum untuk dapat meimbuat peirjanji ian keirja. 

Beirdasarkan UU Keiteinagakeirjaan, seiseiorang di ianggap cakap meimbuat 

peirjanji ian keirja ji ika teilah beirusi ia 18 tahun. 

c. Adanya peikeirjaan yang di ipeirjanji ikan 

Arti inya Suatu hal teirteintu Syarat i ini i meingharuskan adanya objeik peirjanji ian 

yang jeilas. Dalam peirjanji ian keirja, hal teirteintu i inii beirupa peikeirjaan yang 

di ipeirjanji ikan. Peikeirjaan teirseibut harus di ijeilaskan seicara speisi ifi ik meincakup 

 
36 Ibid 
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jeini is peikeirjaan, lokasi i keirja, dan hal-hal lai in yang beirkai itan deingan 

peilaksanaan peikeirjaan. 

d. Peikeirjaan yang di ipeirjanji ikan tiidak beirteintangan deingan keiteirti iban umum, 

keisusi ilaan, dan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. 

Seibab yang halal Peirjanji ian keirja harus di ibuat deingan tujuan yang ti idak 

beirteintangan deingan undang-undang, keisusi ilaan, dan keiteirti iban umum. 

Peikeirjaan yang di ipeirjanji ikan ti idak boleih meilanggar hukum atau norma-norma 

yang beirlaku dalam masyarakat. 

 

Peirjanji ian keirja yang di ibuat oleih para pi ihak yang beirteintangan deingan keiteintuan 

seibagai imana di imaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat diibatalkan.Peirjanji ian 

keirja yang di ibuat oleih para pi ihak yang beirteintangan deingan keiteintuan seibagai imana 

di imaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal deimi i hukum. Adanya peikeirjaan yang 

di ipeirjanji ikan, dalam i isti ilah Pasal 1320 Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata 

adalah hal teirteintu. Peikeirjaan yang di ipeirjanji ikan meirupakan objeik dari i peirjanji ian. 

Objeik peirjanji ian haruslah yang halal yakni i ti idak boleih beirteintangan deingan 

undang-undang, keiteirti iban umum dan keisusi ilaan.Syarat keimauan beibas keidua 

beilah pi ihak dan keimampuan atau keicakapan keidua beilah pi ihak dalam meimbuat 

peirjanji ian dalam hukum peirdata di iseibut seibagai i syarat subjeikti ifkareina meinyangkut 

meingeinai i orang yang meimbuat peirjanji ian. 

 

2.2.4 Perjanjian Ikatan Dinas  
 

Peirjanji ian meimeinuhi i beirbagai i seiktor dalam li ini i keihi idupan manusi ia, bai ik dari i 

seiktor Peirjanji ian, jual beili i hiingga seiktor keipeirdataan lai in seipeirti i keiteinagakeirjaan. 

Pada umumnya Peirjanji ian keirja antara peikeirja dan buruh beirbeintuk beibas dan 

dapat di ibuat seicara li isan maupun tuli isan.37 Salah satu Peirjanji ian yang lazi imnya 

di iadakan dalam Peirjanji ian keiteinagakeirjaan adalah Peirjanji ian i ikatan di inas. 

Peirjanji ian i ikatan di inas meirupakan suatu beintuk peirjanji ian keirja khusus yang 

meingi ikat seiseiorang untuk beikeirja pada i instansi i atau peirusahaan teirteintu seibagai i 

kompeinsasi i atas peindi idi ikan, dan peilati ihan yang teilah di iteiri imanya. Dalam konteiks 

 
37 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 48 
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peirkeimbangan sumbeir daya manusi ia modeirn, peirjanji ian i ini i meinjadi i i instrumein 

peinti ing bagi i organi isasi i dalam meimbangun dan meimpeirtahankan teinaga keirja yang 

beirkuali itas. Dari i seigi i landasan hukum, peirjanji ian i ikatan di inas di i Iindoneisi ia 

di idasarkan pada beibeirapa peiraturan utama. Peirtama adalah Ki itab Undang-Undang 

Hukum Peirdata, Pasal 1313 yang meimbeiri ikan deifi ini isi i dasar teintang peirjanji ian. 

Keimudi ian di ipeirkuat deingan UU No. 13 Tahun 2003 teintang Keiteinagakeirjaan dan 

PP No. 11 Tahun 2017 teintang Manajeimein Peigawai i Neigeiri i Si ipi il, seirta beirbagai i 

peiraturan i inteirnal i instansi i atau peirusahaan teirkai it.38 Meingacu pada Pasal 1320 

Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata, sahnya peirjanji ian i ikatan di inas harus 

meimeinuhi i eimpat syarat utama yai itu, adanya keiseipakatan para pi ihak, keicakapan 

untuk meimbuat peirjanji ian, suatu hal teirteintu, dan seibab yang halal. 

Karakteiri isti ik peirjanji ian i ikatan di inas meincakup beibeirapa unsur peinti ing yang 

meimbeidakannya dari i peirjanji ian keirja bi iasa. Unsur-unsur teirseibut meili iputii 

keibeiradaan para pi ihak (peimbeiri i dan peineiri ima i ikatan di inas), adanya hak dan 

keiwaji iban yang ti imbal bali ik, jangka waktu yang di iteintukan, seirta sanksi i atas 

peilanggaran peirjanji ian.39 Dalam prakti iknya, i ikatan di inas dapat di ibeidakan meinjadii 

dua jeini is utama: i ikatan di inas peindi idi ikan yang meincakup program peindi idi ikan 

formal, beiasi iswa, dan peilati ihan khusus, seirta i ikatan di inas keipeigawai ian yang 

beirlaku bagi i Peigawai i Neigeiri i Si ipi il, peigawai i BUMN, dan peigawai i swasta.40  

Peirjanji ian i ikatan di inas seibeinarnya ti idak di ikeinal dalam Undang-undang Nomor 13 

tahun 2003 teintang Keiteinagakeirjaan. Meinurut Yogo Pamungkas41, bahwa: 

“Seimeintara peirjanji ian i ikatan di inas bi iasanya meirupakan peirjanji ian peirdata bi iasa 

yang meirupakan lanjutan seiteilah adanya peirjanji ian keirja. Peirjanji ian di inas i itu 

umumnya meingatur peindi idi ikan dan peilati ihan yang meinugaskan peikeirja, 

meinurutnya peirjanji ian i ikatan di inas meirupakan peirjanji ian peirdata bi iasa yang 

beirlaku keiteintuan Pasal 1320 Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata”. 

 

 
38 Budiono, Abdul R. Hukum Perburuhan. PT. Indeks, Jakarta, 2011. 
39 Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 
40 Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2016. 
41 Yogo Pamungkas, Masalah Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Ikatan Dinas, (12 Mei 

2009) http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2197 3/masalah-ketenagakerjaan-dalam-

perjanjianikatan-dinas , (diakses pada tanggal 02 Juli 2024 jam 21.00 Wib). 
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Peirjanji ian i ikatan di inas meirupakan suatu keiseipakatan murni i yang teirmasuk kei 

dalam ranah peirdata yang mana konseikueinsi i seirta sanksi i yang akan di ibeiri ikan 

keiti ika teirjadi i peilanggaran juga beirsi ifat keipeirdataan. Peinuntutan biiaya ganti i rugii 

atau peimbayaran kompeinsasi i seijumlah niilai i teirteintu lazi imnya meinjadi i hal yang 

di ipeirjanji ikan dalam suatu peirjanji ian i ikatan di inas, Seilai in i itu, pada umumnya 

teirmuat klausul larangan karyawan teirseibut meingundurkan di iri i untuk beirpi indah ke i 

peirusahaan peisai ing dan/atau meimbuka usaha seijeini is yang beirpoteinsi i meinjadi i 

peisai ing bi isni is peirusahaan seihi ingga di ikhawati irkan meirusak “pasar” produk 

peirusahaan. Beirkai itan deingan hal teirseibut, di ipeirjeilas pada Pasal 162 Ayat 3 huruf 

b UU Keiteinagakeirjaan yang mana meinsyaratkan bahwasanya bagi i karyawan i ikatan 

di inas ti idak di ipeirboleihkan meingundurkan di iri i keicuali i teilah meimeinuhi i keiteintuan-

keiteintuan dalam peirjanji ian i ikatan di inas di i antaranya:  

a. Meingajukan peirmohonan peingunduran di iri i seicara teirtuli is seilambat-lambatnya 

30 (ti iga puluh) hari i seibeilum tanggal mulai i peingunduran di iri i;  

b. Tiidak teiri ikat dalam i ikatan di inas;  

c. Teitap meilaksanakan keiwaji ibannya sampai i tanggal mulai i peingunduran di iri i.42 

 

Peirjanji ian i ikatan di inas meirupakan peirjanji ian peirdata antara peirusahaan deingan 

peikeirja/buruh seiteilah adanya peirjanji ian keirja. peirjanji ian i ikatan di inas pada 

umumnya yang meingacu keipada keiteintuan peiri ikatan dalam Burgeirli ijkei Weitboeik 

(BW). Arti inya, peirjanji ian i ikatan di inas tunduk pada keiteintuan Ki itab Undang-

Undang Hukum Peirdata (BW) dan ti idak tunduk pada keiteintuan Undang-undang 

Nomor 13 tahun 2003 teintang keiteinagakeirjaan. Arti inya, seigala konseikuseinsi i 

peilaksanaan dan/atau apapun yang teirkai it deingannya harus meingacu pada 

keiteintuan-keiteintuan BW (Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata). Umumnya 

keiteintuan meingeinai i i ikatan di inas teirseibut di ituangkan dalam suatu peirjanji ian i ikatan 

di inas.43 

 

Peirjanji ian i ikatan di inas juga meingatur teintang sanksi i dan peinyeileisai ian seingkeita. 

Peilanggaran yang mungki in teirjadi i meiliiputi i peingunduran di iri i seibeilum masa i ikatan 

 
42 Republik Indonesia, Pasal 162 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia 

No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
43 Mawar Sitohar, Kedudukan Hukum Perjanjian Ikatan Dinas Dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, e-journal.UKI.ac.id. hlm.131  
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beirakhi ir, ti idak teircapai inya standar preistasi i, peilanggaran peiraturan i instansi i atau 

peirusahaan, dan ti idak di ipeinuhi inya keiwaji iban dalam peirjanji ian.44 Sanksi i yang dapat 

di ikeinakan teirdi iri i dari i sanksi i admi iniistrati if seipeirti i peiri ingatan teirtuli is, peinundaan 

keinai ikan pangkat, dan peimi indahan lokasi i keirja, seirta sanksi i fi inansi ial beirupa 

peingeimbali ian bi iaya peindi idi ikan, deinda seisuai i keiteintuan, dan ganti i rugi i.45 Untuk 

peinyeileisai ian seingkeita, teirseidi ia beibeirapa meikani ismei mulai i dari i musyawarah 

i inteirnal, meidi iasi i, arbi itrasei, hi ingga jalur peingadi ilan.46 

 

2.3 Ganti Kerugian 

2.3.1. Pengertian Ganti Rugi 

Ganti i keirugi ian meirupakan salah satu i instrumein hukum yang fundameintal dalam 

si isteim hukum peirdata di i Iindoneisi ia maupun seicara global. Konseip iini i meinjadi i piilar 

peinti ing dalam upaya meimbeiri ikan keiadi ilan dan keipasti ian hukum bagi i pi ihak yang 

meingalami i keirugi ian aki ibat peirbuatan pi ihak lai in. Dalam konteiks hukum Iindoneisi ia, 

ganti i keirugi ian di iatur dalam beirbagai i peiraturan peirundang-undangan, mulai i dari i 

Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata hi ingga peiraturan-peiraturan khusus yang 

meingatur bi idang-bi idang teirteintu. 

Ganti i rugi i dalam hukum peirdata adalah peimbeiri ian preistasi i yang seiti impal aki ibat 

suatu peirbuatan yang meinyeibabkan keirugi ian di ideiri ita oleih salah satu pi ihak yang 

meilakukan keiseipakatan/konseinsus. Adapun ganti i keirugi ian meinurut Pasal 1243 

Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata ada 3 (ti iga) macam, yai itu bi iaya, rugi i dan 

bunga. Bi iaya adalah seigala peingeiluaran yang nyata sudah di i keiluarkan, rugi i adalah 

keirugi ian kareina keirusakan barang keipunyaan kreidi itur yang di iaki ibatkan oleih 

keilalai ian deibi itur, dan bunga adalah keirugi ian yang beirupa keihi ilangan keiuntungan 

yang sudah di ihi itung oleih kreidi itur.  Ganti i keirugi ian dalam peirjanji ian i ikatan di inas 

meirupakan konseip hukum kompleiks yang meimi ili ikii si igni ifi ikansi i peinti ing dalam 

hubungan keiteinagakeirjaan di i Iindoneisi ia. Konseip i ini i muncul seibagai i i instrumein 

hukum yang meingatur kompeinsasi i fi inansi ial yang waji ib di ibayarkan oleih karyawan 

 
44 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013. 
45 Adrian Sutedi. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
46 Husein Umar. (2013). Metode Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2013. 
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keipada peirusahaan atau i instansi i apabi ila teirjadi i peilanggaran teirhadap peirjanji ian 

i ikatan di inas yang teilah di iseipakati i seibeilumnya. 

 

Dalam hukum keiteinagakeirjaan, ganti i keirugi ian juga meimi ili iki i peingaturan khusus, 

teirutama beirkai itan deingan peimutusan hubungan keirja (PHK) dan keiceilakaan keirja. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 teintang Keiteinagakeirjaan meingatur 

beirbagai i beintuk kompeinsasi i yang waji ib di ibeiri ikan keipada peikeirja dalam hal teirjadi i 

PHK, teirmasuk uang peisangon, uang peinghargaan masa keirja, dan uang 

peingganti ian hak. 

 

Seicara yuri idi is, ganti i keirugi ian dalam iikatan di inas meimiili iki i landasan hukum yang 

kuat dalam siisteim peiraturan peirundang-undangan Iindoneisi ia. Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 teintang Keiteinagakeirjaan meinjadi i payung hukum utama 

yang meingatur meikani ismei dan pri insi ip-pri insi ip peimbeibanan ganti i keirugi ian. Pasal 

52 Undang-Undang Keiteinagakeirjaan seicara speisi ifi ik meingatur teintang peirjanji ian 

keirja, yang meincakup pula keiteintuan meingeinai i kompeinsasi i aki ibat peilanggaran 

peirjanji ian. Ganti i keirugi ian dalam konteiks i ikatan di inas dapat di ideifi ini isi ikan seibagai i 

kompeinsasi i fi inansi ial yang waji ib diibayarkan oleih karyawan keipada peimbeiri i keirja 

seibagai i aki ibat dari i peimutusan hubungan keirja atau peingakhi iran peirjanji ian keirja 

seibeilum masa i ikatan di inas beirakhi ir. Seicara fi ilosofi is, konseip ganti i keirugi ian dalam 

i ikatan di inas di ibangun atas pri insiip keiseii imbangan keipeinti ingan antara peimbeiri i keirja 

dan peikeirja. Teiori i keiadi ilan kontraktual meinjadi i landasan utama dalam meimahamii 

meikani ismei i ini i, dii mana keidua beilah pi ihak meimi ili iki i hak dan keiwaji iban yang seitara 

dalam konteiks peirjanji ian keirja. 

 

Meikani ismei peinyeileisai ian seingkeita ganti i keirugi ian dapat di iteimpuh meilalui i jalur 

li itiigasi i (peingadi ilan) maupun non-li itiigasi i (di i luar peingadi ilan). Peinyeileisai ian meilalui i 

peingadi ilan meimbeiri ikan keipasti ian hukum meilalui i putusan yang beirsi ifat fi inal dan 

meingi ikat, namun seiri ingkali i meimbutuhkan waktu dan bi iaya yang ti idak seidi iki it. 

Seimeintara i itu, peinyeileisai ian di i luar peingadi ilan, seipeirti i meilalui i meidi iasi i atau 

arbi itrasei, dapat meinjadi i alteirnati if yang leibi ih eifi isi iein dan eifeikti if, teirutama untuk 

seingkeita-seingkeita yang meimeirlukan peinyeileisai ian ceipat. 
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2.3.2 Unsur-unsur Ganti Rugi 

Seiti iap peirbuatan yang meilanggar hukum dan meimbawa keirugi ian bagi i orang lai in, 

maka pi ihak yang beirbuat salah i itu harus meimbeiri ikan ganti i keirugi ian, bai ik beirupa 

bi iaya (kostein), keirugi ian (shadei) atau bunga (i inteireistein). Dalam Pasal 1246 Ki itab 

Undang-Undang Hukum Peirdata meinyeibutkan: “Biiaya, rugi i, dan bunga yang oleih 

si i beirpi iutang boleih di ituntut akan peingganti iannya, teirdi iri ilah pada umumnya atas 

rugi i yang teilah di ideiri itanya dan untung yang seidi ianya harus dapat 

di ini ikmatiinya,deingan tak meingurangi i peingeicuali ian peingeicuali ian seirta peirubahan-

peirubahan yang akan di iseibut di i bawah i ini i.” Meinurut Abdulkadi ir Muhammad, 

unsur-unsur yang teirdapat dalam Pasal 1246 Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata 

teirseibut, adalah seibagai i beiri ikut:47  

1) Ongkos-ongkos atau bi iaya-bi iaya yang teilah di ikeiluarkan (cost) 

2) Keirugi ian kareina keirusakan, keihi ilangan atas barang keipunyaan kreidi itur aki ibat 

keilalai ian deibi itur (damageis).  

3) Bunga atau keiuntungan yang di iharapkan (i inteireist), Kareina deibi itur lalai i maka 

kreidi itur keihi ilangan keiuntungan yang di iharapkannya. Purwahi id Patri ik leibi ih 

meimpeiri inci i lagi i unsur-unsur keirugi ian. Meinurut Patri ik, keirugi ian teirdi iri i darii 

dua unsur, yai itu :48 

a. Keirugi ian yang nyata di ideiri ita (damnum eimeirgeins) meili iputi i biiaya dan rugi i.  

b. Keiuntungan yang ti idak di ipeiroleih (lucrum ceissans) meili iputi i bunga 

 

2.3.3 Faktor-faktor penentu Ganti Rugi 

Dalam prakti ik peiradi ilan di i Iindoneisi ia, peineintuan beisaran ganti i keirugi ian seiri ingkali i 

meinjadi i iisu yang kompleiks. Haki im harus meimpeirti imbangkan beirbagai i faktor 

seipeirti i: 

1. Biiaya Iinveistasi i Peingeimbangan Karyawan 

Komponein peirtama yang meinjadi i faktor utama dalam peineitapan gantii 

keirugi ian adalah total bi iaya i inveistasi i yang di ikeiluarkan oleih peirusahaan untuk 

peingeimbangan sumbeir daya manusi ia. Hal i ini i meincakup: 

 
47 Abulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 4. 
48 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian 

dan Dari UndangUndang), Manjar Maju, Bandung, 1994. 
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a) Biiaya Peindi idi ikan dan Peilati ihan 

b) Biiaya kuli iah atau peindi idi ikan formal, bi iaya peilati ihan teikni is dan 

profeissi ional, bi iaya seirti ifi ikasi i kompeiteinsi i, biiaya workshop dan seimi inar 

peingeimbangan 

c) Biiaya Opeirasi ional Peingeimbangan  

Biiaya akomodasi i seilama peilati ihan, bi iaya transportasi i, bi iaya konsumsii, 

bi iaya admi ini istrasi i dan dokumeintasi i 

2. Masa Iikatan Di inas 

Durasi i peirjanji ian i ikatan di inas meinjadi i faktor kri itiis dalam meineintukan beisaran 

ganti i keirugi ian. Pri insi ip proporsi ionali itas meinjadi i landasan utama dalam 

peirhi itungan, deingan meimpeirti imbangkan: 

a) Total Masa Iikatan Di inas yang di iseipakati i seimaki in panjang masa i ikatan di inas, 

seimaki in beisar poteinsi i ganti i keirugi ian yang harus di ibayarkan. 

b) Masa Keirja yang Teilah Di ilalui i Peirhi itungan di ilakukan deingan meitodei 

proporsi ional, deingan rumus seideirhana: 

Ganti i Keirugi ian : (Bi iaya Iinveistasi i × Si isa Masa Iikatan) ÷ Total Masa Iikatan 

3. Tiingkat Kompleiksi itas Peilati ihan dan Peingeimbangan 

Kompleiksi itas program peingeimbangan meinjadi i faktor peinti ing dalam 

peineitapan ganti i keirugi ian: 

a) Keiuni ikan Kompeiteinsi i yang Diikeimbangkan Seimaki in speisi ifi ik dan suli it 

di ipeiroleih kompeiteinsi i yang di ikeimbangkan, seimaki in ti inggii poteinsi i gantii 

keirugi ian. 

4. Kontri ibusi i Aktual Karyawan 

Peini ilai ian kontri ibusi i karyawan seilama masa keirja meinjadi i peirti imbangan 

peinti ing dalam meineintukan ganti i keirugi ian: 

a) Ki ineirja Iindi ivi idual 

Peini ilai ian preistasi i keirja, Kontri ibusi i teirhadap peincapai ian organi isasi i, Iinovasi i 

dan i ini isi iati if yang di ibeiri ikan 

b) Dampak Peingeimbangan teirhadap Organi isasi i 

Peini ingkatan produkti ivi itas, Kontri ibusi i dalam peingeimbangan uni it keirja, 

Poteinsi i keirugi ian aki ibat keihi ilangan karyawan 
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5. Aspeik Hukum dan Admi ini istrati if 

Faktor yuri idi is dan admi ini istrati if meimai inkan peiran peinti ing dalam peineitapan 

ganti i keirugi ian: 

a) Klausul Peirjanji ian Keirja 

Keijeilasan keiseipakatan, transparansi i keiteintuan ganti i keirugi ian, keiseisuai ian 

deingan peiraturan peirundangan 

b) Proseidur Admi ini istrati if 

Dokumeintasi i i inveistasi i peingeimbangan, bukti i peingeiluaran reismi i, vali idasi i 

bi iaya-bi iaya yang di ikeiluarkan 

6. Keimampuan Fi inansi ial Karyawan 

Peirti imbangan keimampuan bayar karyawan meinjadi i faktor eiti is dan praktiis 

dalam peineitapan ganti i keirugi ian: 

a) Peinghasi ilan Karyawan 

 Beisaran gaji i, Keimampuan ci ici ilan, Poteinsi i peimbayaran lunas 

b) Peirli indungan Hukum Karyawan 

 Larangan di iskri imiinasi i, pri insi ip keiadi ilan, peimbatasan beiban fi inansi ial yang 

meimbeiratkan. 

 

Tantangan dalam i impleimeintasi i ganti i keirugi ian ti idak hanya beirkai itan deingan 

peineintuan beisarannya, teitapi i juga deingan eikseikusi i atau peilaksanaan peimbayaran 

ganti i keirugi ian yang teilah di iputuskan. Seiri ingkali i di iteimui i keindala seipeirti i 

keiti idakmampuan eikonomi i peilaku untuk meimbayar ganti i rugi i, keisuli itan dalam 

peini ilai ian aseit untuk eikseikusi i, atau bahkan keiti idakjeilasan meikani ismei peimbayaran 

ganti i rugi i dalam kasus-kasus yang meili ibatkan banyak korban. 

 

Peirkeimbangan konseip ganti i keirugi ian juga meingarah pada di ikeinalnya beintuk-

beintuk ganti i keirugi ian yang leibi ih progreisi if, seipeirti i puniiti ivei damageis (ganti i rugii 

yang beirsi ifat meinghukum) yang umum di ikeinal dalam si isteim common law. 

Meiski ipun konseip i ini i beilum seipeinuhnya di iteiri ima dalam si isteim hukum Iindoneisi ia, 

teirdapat keiceindeirungan peingadi ilan untuk meimbeiri ikan ganti i keirugi ian yang tiidak 

hanya beirsi ifat kompeinsatori is teitapi i juga meimi ili iki i eifeik jeira bagi i peilaku, teirutama 

dalam kasus-kasus yang meili ibatkan keirugi ian massal atau peilanggaran yang seiri ius. 

 



31 
 

 
 

2.3.4 Dasar Hukum pemberian Ganti Rugi 

Landasan Hukum Utama: 

1. Undang-Undang Keiteinagakeirjaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 teintang 

Keiteinagakeirjaan¹ meinjadi i payung hukum utama dalam meingatur meikani ismei 

ganti i keirugi ian, khususnya Pasal 52 yang meingatur peirjanji ian keirja. 

2. Pasal 1320 Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata² meingatur syarat sahnya 

peirjanji ian, yang meinjadi i dasar hukum kontraktual dalam i ikatan di inas. 

3. Pri insiip Hukum Kontrak Asas-asas hukum kontrak meili iputii: 

a) Keibeibasan beirkontrak 

b) Iiti ikad bai ik 

c) Konseinsuali itas 

d) Proporsi ionali itas 

4. Peiraturan Peimeiri intah Teirkai it 

a) Peiraturan teintang peilati ihan keirja 

b) Reigulasi i peirli indungan teinaga keirja 

c) Keiteintuan kompeinsasi i dalam hubungan i industri ial 

 

2.4 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
 

Peinyeileisai ian seingkeita dapat meinggunakan dua peindeikatan, peirtama, 

meinggunakan modeil peinyeileisai ian seingkeita meilalui i jalur liiti igasi i. Suatu peindeikatan 

untuk meindapatkan keiadi ilan meilalui i si isteim peirlawanan dan meinggunakan paksaan 

untuk meingeilola seingkeita yang ti imbul dalam masyarakat seirta meinghasi ilkan suatu 

keiputusan bagi i pi ihak-pi ihak yang beirseingkeita.49 Seidangkan peindeikatan keidua, 

meinggunakan modeil peinyeileisai ian seingkeita non-li iti igasi i. Modeil i ini i dalam meincapai i 

keiadi ilan leibi ih meingutamakan peindeikatan "konseinsus” dan beirusaha 

meimpeirteimukan keipeinti ingan pi ihak-pi ihak yang beirseingkeita seirta beirtujuan 

meindapatkan hasi il peinyeileisai ian seingkeita kei arah wi in-wi in soluti ion.50 

Beirdasarkan keiteintuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 

teintang Peinyeileisai ian Peirseili isi ihan Hubungan Iindustri ial teirdapat eimpat jeiniis 

peirseili isi ihan hubungan i industri ial, yai itu (1) peirseili isi ihan hak, (2) peirseili isi ihan 

 
49 Mashari, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Secara Win-Win 

Solution, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 7, No. 2. hlm. 190. 
50 Ibid, hlm. 193. 
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keipeinti ingan, (3) peirseili isi ihan peimutusan hubungan keirja, dan (4) peirseili isi ihan antar 

seiri ikat buruh dalam satu peirusahaan. Teirkai it beibeirapa jeini is peirseili isi ihan hubungan 

i industri ial teirseibut, di iupayakannya teirleibi ih dahulu peirundi ingan bi iparti it dan 

peirundi ingan tri iparti it (meidi iasi i, konsi ili iasi i dan arbi itrasei). Apabi ila peirundi ingan-

peirundi ingan teirseibut ti idak dapat meinyeileisai ikan peirseili isi ihan, barulah meingajukan 

gugatan di i Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial seisuai i deingan keiteintuan yang beirlaku 

di i Undang-Undang Peinyeileisai ian Peirseili isi ihan Hubungan Iindustri ial.51 

 

2.4.1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan 

1. Pengadilan Hubungan Industrial 

Beirdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 teintang Peinyeileisai ian 

Peirseili isi ihan Hubungan Iindustri ial (UU PPHIi) meineintukan, hukum acara yang 

beirlaku pada Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial adalah hukum acara peirdata yang 

beirlaku pada peingadi ilan umum, keicuali i yang di iatur seicara khusus dalam undang-

undang i inii. Seibagai imana keiteintuan teirseibut, deimi i meinjami in peinyeileisai ian yang 

ceipat, teipat, adi il dan murah, peinyeileisai ian peirseili isi ihan hubungan i industri ial meilaluii 

Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial yang beirada pada li ingkungan peiradi ilan umum 

di ibatasi i proseis dan tahapannya deingan ti idak meimbuka keiseimpatan untuk 

meingajukan upaya bandi ing kei Peingadi ilan Ti inggi i.  

Putusan Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial pada Peingadi ilan Neigeiri i yang meinyangkut 

peirseili isi ihan hak dan peirseili isi ihan peimutusan hubungan keirja dapat langsung 

di imiintakan kasasi i kei Mahkamah Agung. Seidangkan putusan Peingadi ilan Hubungan 

Iindustri ial pada Peingadi ilan Neigeiri i yang meinyangkut peirseili isi ihan keipeinti ingan dan 

peirseili isi ihan antar seiri ikat peikeirja/seiri ikat buruh dalam satu peirusahaan meirupakan 

putusan ti ingkat peirtama dan teirakhi ir yang beirsi ifat fi inal dan ti idak dapat di i mi intakan 

kasasi i kei Mahkamah Agung. 

2. Upaya Kasasi 

Kasasi i atau cassati iei adalah peimbatalan putusan peingadi ilan bawahan, peimbatalan 

mana oleih Mahkamah Agung deingan alasan transgreissi ion, miisjudgei, dan neigli igeint. 

 
51 Imam Budi Santoso, Alternatif Penyelesaian Sengketa Wajib Dalam Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, Jurnal Selisik, Vol 5, No. 3, hlm. 118. 
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Peingeirti ian teirseibut keimudi ian di iadopsi i dalam keiteintuan Pasal 30 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 teintang Peirubahan atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 teintang Mahkamah Agung, yang meinyatakan bahwa Mahkamah 

Agung dalam ti ingkat kasasi i meimbatalkan putusan atau peineitapan peingadi ilan-

peingadi ilan dari i seimua li ingkungan peiradi ilan kareina:52 

a) Tiidak beirweinang atau meilampaui i batas weiweinang. 

b) Salah meineirapkan atau meilanggar hukum yang beirlaku. 

c) Lalai i meimeinuhi i syarat-syarat yang di iwaji ibkan oleih peiraturan peirundang-

undangan yang meingancam keilalai ian i itu deingan batalnya putusan yang 

beirsangkutan. 

 

Peindapat lai in meinyeibutkan bahwa, kasasi i adalah suatu alat hukum yang 

meirupakan weiweinang dari i Mahkamah Agung untuk meimeiri iksa keimbali i putusan-

putusan peingadi ilan teirdahulu dan i ini i meirupakan peiradi ilan teirakhi ir. Keiteintuan 

Pasal 114 UU PPHIi meinyatakan bahwa, tata cara peirmohonan kasasi i seirta 

peinyeileisai ian peirseili isi ihan hak dan peirseili isi ihan peimutusan hubungan keirja oleih 

Haki im Kasasi i di ilaksanakan seisuai i peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. 

 

Peingajuan peirmohonan kasasi i keipada Mahkamah Agung dapat di ilakukan 

seilambat-lambatnya eimpat beilas hari i keirja. Bagi i pi ihak yang hadi ir, teirhi itung seijak 

putusan di ibacakan dalam si idang majeili is haki im dan bagi i pi ihak yang ti idak hadi ir, 

teirhi itung seijak tanggal meineiri ima peimbeiri itahuan putusan. Apabi ila dalam teinggang 

waktu teirseibut pi ihak-pi ihak ti idak meingajukan peirmohonan kasasi i, putusan 

peingadi ilan hubungan i industri ial pada peingadi ilan neigeiri i meingeinai i peirseili isi ihan hak 

dan peirseili isi ihan peimutusan hubungan keirja meimpunyai i keikuatan hukum teitap 

(i inkracht van geiwi ijsdei). 

 

2.4.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan 

1. Perundingan Bipartit 

Pasal yang meingatur meingeinai i Peirundi ingan Bi iparti it adalah Pasal 3 Ayat (1) 

Undang-Undang Peinyeileisai ian Peirseili isi ihan Hubungan Iindustri ial yang meineintukan 

 
52 Abdul Khakim, Op. Cit, hlm. 155. 
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Peirseili isi ihan hubungan i industri ial waji ib di iupayakan peinyeileisai iannya teirleibi ih 

dahulu meilalui i peirundi ingan bi iparti it seicara musyawarah untuk meincapai i mufakat. 

Seibagai imana keiteintuan teirseibut, bi iparti it adalah tata cara atau proseis peirundi ingan 

yang di ilakukan antara dua pi ihak, yai itu piihak pi ihak peingusaha deingan piihak 

peikeirja/buruh apabi ila teirjadi i peirseili isi ihan antara keidua beilah pi ihak di i peirusahaan.  

Peirundi ingan bi iparti it pada haki ikatnya meirupakan upaya musyawarah untuk 

mufakat antara peingusaha dan pi ihak peikeirja/buruh. Li ingkup peinyeileisai ian 

peirseili isi ihan hubungan i industriial meilalui i bi iparti it meili iputii keieimpat jeini is 

peirseili isi ihan, yakni i peirseili isiihan hak, peirseili isi ihan keipeinti ingan, peirseili isi ihan PHK 

dan peirseili isi ihan antar seiri ikat peikeirja/seiri ikat buruh dalam satu peirusahaan. Upaya 

peinyeileisai ian peirseili isi ihan hubungan i industri ial meilalui i peirundi ingan seicara 

musyawarah untuk meincapai i mufakat antara peingusaha deingan peikeirja yang 

di ilandasi i rasa keikeiluargaan.53 Di iurai ikan seicara leibi ih lanjut, pada keiteintuan Pasal 

4 Undang-Undang Peinyeileisai ian Peirseili isi ihan Hubungan Iindustri ial meinjeilaskan 

bahwa apabi ila peirundi ingan bi iparti it gagal harus di iupayakan upaya konsi ili iasi i atau 

arbi itrasei teirleibi ih dahulu dan apabi ila upaya konsi iliiasi i atau arbi itrasei gagal, maka 

para pi ihak yang teirli ibat peirseili isi ihan dapat meingajukan gugatan kei Peingadi ilan 

Hubungan Iindustri ial.  

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Peinyeileisai ian Peirseili isi ihan Hubungan Iindustri ial 

meinjeilaskan bahwa seiti iap peirundi ingan bi iparti it yang di ilakukan harus adanya ri isalah 

yang di itandatangani i oleih para pi ihak yang teirli ibat dalam peirseili isi ihan. Apabi ila 

peirundi ingan bi iparti it teirseibut di iseipakati i, maka dari i peirundi ingan teirseibut di ibuatkan 

peirjanji ian beirsama yang diidaftarkan pada Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial, 

seihi ingga apabi ila ada satu pi ihak yang ti idak meinjalankan i isi i dari i peirjanji ian teirseibut, 

maka pi ihak yang di irugi ikan dapat meilakukan upaya hukum kei Peingadi ilan Neigeiri i 

seibagai imana di iatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Peinyeileisai ian Peirseili isi ihan 

Hubungan Iindustri ial. 

 

 

 
53 Hansen Alandi dan Dian Ety Mayasari, “Kewenagan Pengadilan Hubungan Industrial 

dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja”, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 4, No. 2, hlm. 37. 
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2. Mediasi  

Peingeirti ian meidi iasi i dalam peinyeileisai ian peirseili isi ihan hubungan i industri ial di iatur 

dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Peinyeileisai ian Peirseili isi ihan Hubungan 

Iindustri ial, yai itu peinyeileisai ian peirseili isi ihan hak, peirseili isi ihan keipeinti ingan, 

peirseili isi ihan peimutusan hubungan keirja, dan peirseili isi ihan antar seiri ikat 

peikeirja/seiri ikat buruh hanya dalam satu peirusahaan meilalui i musyawarah yang 

di iteingahi i oleih seiorang atau leibi ih meidi iator yang neitral.  

 

Pada proseis meidi iasi i i ini i teirdapat meidi iator yang meinjadi i peineingah dalam 

meinyeileisai ikan peirseili isi ihan hubungan i industri ial teirseibut, peingeirti ian dari i meidi iator 

di iatur dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peinyeileisai ian Peirseili isiihan 

Hubungan Iindustri ial, yai itu peigawai i i instansi i peimeiri intah yang beirtanggung jawab 

di i bi idang keiteinagakeirjaan yang meimeinuhi i syarat-syarat seibagai i meidi iator yang 

di iteitapkan oleih Meinteiri i untuk beirtugas meilakukan meidi iasi i dan meimpunyaii 

keiwaji iban meimbeiri ikan anjuran teirtuli is keipada para pi ihak yang beirseili isi ih untuk 

meinyeileisai ikan peirseili isi ihan hak, peirseili isi ihan keipeinti ingan, peirseili isi ihan peimutusan 

hubungan keirja, dan peirseili isi ihan antar seiri ikat peikeirja/ seiri ikat buruh hanya dalam 

satu peirusahaan.  

 

Seiorang meidi iator dalam proseis meidi iasi i harus meimbeiri ikan anjuran teirtuli is bagii 

pi ihak yang teirli ibat dalam peirseili isi ihan hubungan i industri ial teirseibut seihi ingga 

adanya keiseipakatan dari i para pi ihak untuk meilakukan seisuatu. Apabi ila para pi ihak 

seipakat deingan anjuran meidi iator teirseibut, maka meidi iator meimbuatkan peirjanji ian 

beirsama yang di iseitujui i oleih para pi ihak yang teirli ibat dalam peirseili isi ihan teirseibut.54 

Pada saat upaya meidi iasi i gagal, maka proseis seilanjutnya adalah meingajukan 

gugatan kei Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial.55 Seilai in i itu, meidi iator juga harus 

meingeiluarkan anjuran teirtuliis; anjuran teirtuli is seibagai imana di imaksud pada huruf a 

dalam waktu seilambat-lambatnya 10 (seipuluh) hari i keirja seijak si idang meidi iasii 

 
54 Faizal Aditya Dermawan dan Bagus Sarnawa, “Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Proes 

Mediasi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial,” Jurnal Media of Law and Sharia, Vol. 

2, No. 3 (2021): hlm. 274. 
55 I Nyoman Jaya Kesuma dan I Wayan Agus Vijayantera, “Mediasi Hubungan Industrial 

Sebagai Upaya Alternatif Penyelsaian Perselisihan Hubungan Industrial,” Jurnal Advokasi Vol. 8, 

No. 1 (2018): hlm. 62. 
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peirtama harus sudah di isampai ikan keipada para pi ihak; para pi ihak harus sudah 

meimbeiri ikan jawaban seicara teirtuli is keipada meidi iator yang i isiinya meinyeitujui i atau 

meinolak anjuran teirtuli is dalam waktu seilambat-lambatnya 10 (seipuluh) hari i keirja 

seiteilah meineiri ima anjuran teirtuli is; pi ihak yang ti idak meimbeiri ikan peindapatnya 

seibagai imana di imaksud pada huruf c di ianggap meinolak anjuran teirtuli is; dalam hal 

para pi ihak meinyeitujui i anjuran teirtuli is seibagai imana di imaksud pada huruf a, maka 

dalam waktu seilambat-lambatnya 3 (ti iga) hari i keirja seijak anjuran teirtuli is di iseitujui i, 

meidi iator harus sudah seileisai i meimbantu para pi ihak meimbuat Peirjanji ian Beirsama 

untuk keimudi ian di idaftar di i Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial pada Peingadi ilan 

Neigeiri i di i wi ilayah hukum piihak-pi ihak meingadakan Peirjanji ian Beirsama untuk 

meindapatkan akta bukti i peindaftaran. 
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2.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

PT Jas Aero-Enginneering 

Services (JAE)   
Karyawan  

Perjanjian Kerja yang terikat 

Ikatan Dinas  

Kasasi oleh Penggugat 

Putusan Nomor : 

712K/Pdt.Sus-PHI/2017 

Kasus posisi terhadap 

Putusan Nomor 

712K/Pdt.Sus-

PHI/2017 
  

Pertimbangan Hukum 

Hakim dalam memutus 

perkara Putusan Nomor 

712K/Pdt.Sus-

PHI/2017 

Akibat Hukum dalam 

putusan perkara 

Putusan Nomor 

712K/Pdt.Sus-

PHI/2017 

Gugatan atas  

pelanggaran perjanjian    

Putusan Nomor:  

86/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg 
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Keterangan 

 

Beirdasarkan bagan keirangka pi iki ir atau skeima di i atas, dapat di ijeilaskan bahwa 

masalah utama yang ti imbul dalam Peirjanji ian Iikatan Di inas i ini i beirkai itan deingan 

ti indakan yang di ilakukan oleih karyawan (teirgugat) yang meingaki ibatkan keirugi ian 

bagi i PT Jas Aeiro Eingi ineieiri ing Seirvi iceis (JAEi) seilaku peinggugat. Para pi ihak 

seibeilumnya teilah beirusaha meinyeileisai ikan peirseili isiihan meilalui i jalur Bi iparti it dan 

Tri iparti it, namun ti idak meincapai i keiseipakatan. Untuk meimpeirtahankan haknya dan 

meindapatkan keipasti ian hukum, peinggugat meingajukan gugatan kei Peingadi ilan 

Hubungan Iindustri ial pada Peingadi ilan Neigeiri i Seirang, yang meinghasi ilkan Putusan 

Nomor 86/Pdt.Sus-PHIi/2016/PN.Srg. Keiti idakpuasan teirhadap putusan teirseibut 

meimbuat peinggugat meingajukan peirmohonan kasasi i kei Mahkamah Agung yang 

meinghasi ilkan Putusan Nomor 712K/Pdt.Sus-PHIi/2017. Beirdasarkan putusan 

peingadi ilan yang teilah beirkeikuatan hukum teitap teirseibut, peineili iti ian i ini i beirtujuan 

untuk meinganali isi is meingeinai i kasus posi isi i guna meimpeiroleih urai ian fakta dan 

peiri isti iwa hukum yang meinjadi i dasar gugatan, seirta kronologi i dan ri inci ian 

peilanggaran peirjanji ian. Peineili iti ian i ini i juga akan meingkaji i meingeinai i peirti imbangan 

majeili is haki im dalam meimutuskan peirkara, teirmasuk argumeintasi i hukum yang 

di igunakan, i inteirpreitasi i peirjanji ian, dan peineirapan hukum. Seilai in i itu, peineili iti ian i inii 

akan meineilaah aki ibat hukum dari i putusan peingadi ilan untuk meingeitahui i 

konseikueinsi i yang ti imbul, bai ik bagi i peirusahaan maupun karyawan, seirta 

i impliikasi inya teirhadap peinafsi iran dan peineirapan Peirjanji ian Iikatan Di inas. 
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lll.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

Abdulkadi ir Muhammad meinyatakan bahwa meitodei peineili iti ian di ilakukan dalam 

usaha untuk meimpeiroleih data yang akurat seirta dapat di ipeirtanggungjawabkan 

keibeinarannya. Peineili iti ian hukum meirupakan keigi iatan i ilmi iah yang di idasarkan 

keipada meitodei, si isteimati ika dan peimi iki iran teirteintu, deingan jalan meinganali isiisnya. 

Seilai in iitu, juga diiadakan peimeiri iksaan yang meindalam teirhadap fakta hukum 

teirseibut untuk keimudi ian meingusahakan suatu peimeicahan atas peirmasalahan yang 

ti imbul.56 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jeini is peineili iti ian i ini i adalah peineili iti ian hukum normati if, yai itu peineili iti ian hukum yang 

di ilakukan deingan cara meineili iti i bahan pustaka atau data seikundeir.57 Di iseibut juga 

peineili iti ian doktri inal, di imana hukum seiri ingkali i di ikonseipkan seibagai i apa yang 

teirtuli is dalam peiraturan peirundang-undangan (law i in books) atau di ikonseipkan 

seibagai i kai idah atau norma yang meirupakan patokan beirpeiri ilaku manusi ia yang 

di ianggap pantas.58 

Beirdasarkan deifi ini isi i di i atas, skri ipsi i iini i meirupakan jeini is peineili iti ian hukum normati if 

kareina peineili iti i meinggunakan keipustakaan seibagai i sumbeir data utama untuk 

meinganali isi is kasus. 

 

 

 

 

 

 
56  Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Banding, PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm. 32 
57 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013, hlm 13 
58 Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006, hlm.118 
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3.2 Tipe Penelitian  

 

Ti ipei peineili iti ian yang di igunakan dalam peineili iti ian i ini i adalah deiskri ipti if. Peineili iti ian 

deiskri ipti if yang beirtujuan untuk meimpeiroleih peimaparan (deiskri ipsi i) seicara leingkap, 

ri inci i, dan si isteimati is. Di iharapkan peineili iti ian i ini i dapat meimbeiri i i informasi i seicara 

jeilas dan leingkap dalam peimaparan meingeinai i gugatan wanpreistas ganti i keirugi ian 

dalam peilanggaran Peirjanji ian Iikatan Di inas dan peirti imbangan haki im dalam 

meimutus peirkara teirseibut pada putusan nomor 712 K/Pdt.Sus-PHIi/2017. 

 

3.3   Pendekatan Masalah  

 

Meinurut Abdulkadi ir Muhammad peindeikatan masalah meirupakan proseis 

peimeicahan atau peinyeileisai ian masalah meilalui i tahap yang teilah di iteintukan 

seihi ingga meincapai i tujuan peineili iti ian.59 Teirdapat ti iga jeini is peindeikatan masalah 

dalam peineili iti ian hukum normati if-teirapan, yai itu:  

1) Nonjudiici ial casei study, yai itu peindeikatan studi i kasus hukum tanpa konfli ik;  

2) Judi ici ial casei study, yai itu peindeikatan studi i kasus hukum kareina konfli ik yang 

di iseileisai ikan meilalui i putusan peingadi ilan (yuri isprudeinsi i);  

3) Liivei-casei study, yai itu peindeikatan studi i kasus pada peiri isti iwa hukum yang 

dalam keiadaaan beirlangsung atau beilum beirakhi ir.  

Peindeikatan masalah pada peineili iti ian i ini i adalah peindeikatan studi i kasus deingan ti ipei 

judi ici ial casei study, yaiitu peineirapan hukum normati if pada peiri isti iwa hukum teirteintu 

yang meini imbulkan konfli ik keipeinti ingan (confli ict of iinteireist), namun ti idak dapat 

di iseileisai ikan oleih pi ihak-pi ihak seindi iri i, teitapi i peinyeileisai ian meilalui i peingadi ilan 

(judi ici ial deici isi ion). Peineili iti ian i ini i akan meili ihat peirti imbangan hukum yang 

di igunakan seirta aki ibat hukum dari i putusan Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial Pada 

Peingadi ilan Neigeiri i Seirang deingan amar Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHIi/2016/PN 

Srg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Pdt.Sus-PHIi/2017.  

 

 

 

 
59 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm.57 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

Suatu hal peinti ing yang ti idak mungki in teirleipas dalam suatu peineili iti ian adalah data 

yang beinar dan akurat. Dalam peinuli isan peineili iti ian i ini i peinuli is meinggunakan 2 (dua) 

jeini is data, yai itu:  

1. Data Seikundeir  

Data seikundeir adalah data yang beirasal dari i keiteintuan peirundang-undangan, 

yuri isprudeinsi i, dan buku li iteiratur hukum atau bahan hukum teirtuli is lai innya.60  

Data seikundeir teirdi iri i dari i:  

a.  Bahan hukum pri imeir, yai itu bahan yang beirasal dari i keiteintuan peirundang-

undangan dan dokumein hukum. Bahan hukum pri imeir yang di igunakan dalam 

peineili iti ian i ini i beirasal dari i:  

1) Ki itab undang-undang hukum peirdata  

2) Ki itab undang-undang hukum acara peirdata 

3) Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHIi/2016/PN Srg  

4) Putusan Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHIi/2017 

b.  Bahan hukum seikundeir, yai itu bahan-bahan yang meimbeiri ikan peinjeilasan 

teirhadap Bahan hukum pri imeir. Bahan hukum seikundeir yang di igunakan dalam 

peineili iti ian i ini i beirasal dari i bahan-bahan keipustakaan beirupa buku-buku i ilmu 

hukum, bahan kuli iah, seirta li iteiratur-li iteiratur yang beirkai itan deingan peineili iti ian 

atau masalah yang di ibahas.  

 

3.5 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

Peingumpulan data dalam peineili iti ian i ini i di ilakukan meilalui i:  

1. Studii keipustakaan (li ibrary reiseiarch), yai itu studi i yang di ilakukan deingan cara 

meimpeilajari i buku-buku, peiraturan peirundang-undangan seirta dokumein-

dokumein lai innya yang meindukung peinuli isan i ini i.  

2. Studii dokumein, yai itu studi i yang diilakukan deingan cara meimbaca, meineilaah, 

dan meingkaji i dokumein-dokumein yang meinjadi i objeik peineili iti ian i ini i yai itu, 

Putusan Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHIi/2017. 

 

 

 
60 Ibid, hlm. 152  
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Data yang di ipeiroleih seilanjutnya akan di iolah meilalui i tahap-tahap seibagai i beiri ikut:  

a.  Seileiksi i data, yai itu meimeiri iksa keimbali i apakah data yang di ipeiroleih i itu reileivan 

dan seisuai i deingan bahasan, seilanjutnya apabi ila data yang salah akan di ilakukan 

peirbai ikan dan teirhadap data yang kurang leingkap akan di ileingkapi i.  

b.  Klasi ifi ikasi i data, yai itu peingeilompokan data seisuai i deingan pokok bahasan agar 

meimudahkan peimbahasan.  

c.  Siisteimati ika data, yai itu peineilusuran data beirdasarkan urutan data yang teilah 

di iteintukan seisuai i deingan ruang li ingkup pokok bahasan seicara si isteimati is.61 

 

3.6 Analisis Data 

 

Seiteilah seimua data teirkumpul, meilalui i studii keipustakaan maka data akan di iproseis 

meilalui i peingolahan data. Meitodei peingolahan data di ipeiroleih meilalui i tahapan-

tahapan seibagai i beiri ikut:  

Data yang teilah di ikumpulkan seilanjutnya di ianali is seicara kuali itati if, yai itu 

meingurai ikan data dalam beintuk kali imat yang teiratur, logi is, ti idak tumpang ti indi ih 

dan eifeikti if seihi ingga meimudahkan i inteirpreitasi i data dan peimahaman hasi il anali isi is, 

keimudi ian di itari ik keisi impulan seihi ingga di ipeiroleih gambaran yang jeilas meingeinai i 

jawaban dari i peirmasalahan.

 
61 Ibid, hlm. 126  
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V.  PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Beirdasarkan urai ian hasi il peineili iti ian dan peimbahasan maka keisi impulan dalam 

peineili iti ian i ini i adalah seibagai i beiri ikut: 

1. Dasar di iajukannya gugatan peirbuatan peilanggaran teirhadap peirjanji ian oleih 

peinggugat, yai itu beirmula dari i seingkeita antara PT Jas Aeiro Eingi ineieiri ing 

Seirvi iceis (JAEi) deingan tujuh karyawannya teirkai it peilanggaran peirjanji ian 

i ikatan di inas. Para karyawan yang teirdi iri i dari i Mahmudi in, Yogi iei Seiti iawan, Riian 

Eifeindi i, Budi i Eilland Putra, Muhammad Surya Sjamsudi in, Riico Rahmat Putra, 

dan Ii Wayan Yuli iana teilah meinandatangani i peirjanji ian i ikatan di inas deingan 

peirusahaan. Namun dalam peilaksanaannya, meireika meilakukan peimbatalan 

peirjanji ian seicara seipi ihak deingan meingundurkan diiri i seibeilum masa iikatan 

di inas beirakhi ir. Proseis Peinyeileisai ian Seingkeita PT JAEi teilah meineimpuh 

beirbagai i upaya peinyeileisai ian, mulai i dari i meikani ismei Biiparti it dan Tri iparti it yang 

ti idak meincapai i keiseipakatan. Seilanjutnya, peirusahaan meingajukan gugatan kei 

Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial pada Peingadi ilan Neigeiri i Seirang deingan amar 

Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHIi/2016/PN srg. Putusan peingadi ilan ti ingkat 

peirtama ti idak meimuaskan keidua beilah pi ihak, seihi ingga di iajukan kasasi i kei 

Mahkamah Agung deingan amar Putusan Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHIi/2017. 

Substansii Putusan Peingadi ilan Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial pada 

Peingadi ilan Neigeiri i Seirang dalam putusannya meinyatakan bahwa hubungan 

keirja beilum putus dan meimeiri intahkan peirusahaan untuk meimpeikeirjakan 

keimbali i para karyawan. Putusan i ini i di ini ilai i ultra peiti ita kareina meileibi ihi i tuntutan 

peinggugat dan ti idak seisuai i deingan keii ingi inan para pi ihak. 

2. Beirdasarkan peirti imbangan Mahkamah Agung dalam putusannya 

meimpeirti imbangkan beibeirapa aspeik peinti ing yai itu, keiabsahan peingunduran di iri i 
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para karyawan yang di ilakukan seicara teirtuli is, status i ikatan di inas yang masi ih 

beirlaku saat peingunduran diiri i, keiwaji iban peingeimbali ian bi iaya peilati ihan seisuaii 

Peirjanji ian Keirja Beirsama (PKB) dan SK Preisi idein Di ireiktur, hak-hak karyawan 

yang meingundurkan di iri i seisuai i UU Keiteinagakeirjaan, dan fakta bahwa para 

karyawan teilah beikeirja di i peirusahaan lai in. Putusan Akhi ir Mahkamah Agung 

meingabulkan kasasi i PT Jas Aeiro Eingi ineieiri ing Seirvi iceis (JAEi) dan 

meimbatalkan putusan Peingadi ilan Hubungan Iindustri ial. Dalam putusan 

akhi irnya, Mahkamah Agung adalah, meinyatakan PHK teirjadi i seijak tanggal 

peingunduran di iri i, meinghukum para karyawan meimbayar peingeimbali ian bi iaya 

trai ini ing, meiwaji ibkan peirusahaan meimbayar uang peingganti ian hak, dan 

meimbeiri ikan keiseii imbangan hak dan keiwaji iban keidua beilah pi ihak 

3. Aki ibat hukum dari i putusan i ini i meimbeiri ikan dampak hukum yang si igni ifi ikan 

yai itu, Putusan tiingkat peirtama (Nomor 86/Pdt.Sus-PHIi/2016/PN Srg) 

meinghasi ilkan keiputusan yang beirteintangan deingan keii ingi inan keidua beilah 

pi ihak. Peingadi ilan meimeiri intahkan peirusahaan untuk meimpeikeirjakan keimbalii 

para karyawan pada jabatan seimula, meiski ipun bai ik peirusahaan maupun 

karyawan ti idak meingi ingi inkan keilanjutan hubungan keirja. Pada ti ingkat kasasii 

(Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHIi/2017), Mahkamah Agung meingubah putusan 

seibeilumnya. Putusan i ini i meineigaskan bahwa para karyawan masi ih teiri ikat 

deingan i ikatan di inas saat peingunduran di iri i. Konseikueinsi inya, karyawan 

di iwaji ibkan meimbayar keimbali i biiaya peilati ihan deingan jumlah yang beirbeida-

beida untuk seiti iap i indi ivi idu, beirki isar dari i Rp49.042.000 hi ingga Rp634.026.311. 

Putusan kasasi i seicara reismii meineitapkan peimutusan hubungan keirja (PHK) 

teirhi itung seijak tanggal surat peingunduran di iri i masiing-masi ing karyawan. 

Untuk meili indungi i hak-hak karyawan, Mahkamah Agung meiwaji ibkan 

peirusahaan meimbayar Uang Peingganti ian Hak (UPH) seisuai i peiraturan 

peirundangan. Seicara fundameintal, putusan i ini i meinci iptakan preiseidein hukum 

yang meineigaskan keikuatan meingi ikat peirjanji ian i ikatan di inas dan peinti ingnya 

keipatuhan teirhadap keiseipakatan keirja. Putusan teirseibut meinunjukkan 

keiseii imbangan antara peirli indungan keipeinti ingan peirusahaan dan hak-hak 

karyawan dalam konteiks seingkeita keiteinagakeirjaan 
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5.2 Saran 
 

Saran yang dapat peinuli is beiri ikan meilalui i peineili iti ian i ini i yai itu bahwa untuk meimbuat 

suatu peirjanji ian para pi ihak harus bi isa meimahami i dan meilaksanakan i isi i darii 

peirjanji ian teirseibut, teirutama peirjanji ian keirja yang di idalamnya teiri ikat deingan 

Peirjanji ian Iikatan Di inas. Keiseipakatan beirsama meinuntut si ikap sali ing meinghormati i. 

Hi indari i ti indakan seipeirti i peingunduran di iri i seicara seipi ihak. Ji ika meimbutuhkan 

peirubahan, teimpuh jalur neigosi iasi i deingan peinuh eiti ika dan profeisi ionali ismei. Pada 

akhi irnya, meimatuhi i peirjanji ian bukan seikadar soal meinghi indari i konseikueinsi i 

hukum, meilai inkan meineiguhkan i inteigri itas profeisi ional dan meimbangun reiputasi i 

yang kreidi ibeil dalam duni ia keirja. 
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